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MOTTO 

 

غُ  الِ هَ بَ ّٰ اِنَّ الل ۗ هٗ  ُ ب سْ وَ حَ هُ ّٰهِ فَ لَى الل لْ عَ كَّ َوَ ت َّ نْ ي مَ بُۗ وَ َسِ ت حْ ثُ لََ يَ يْ نْ حَ ُ مِ ه قْ زُ رْ يَ وَّ

ا ٣ رً دْ ءٍ قَ يْ ِ شَ ل  كُ ُ لِ ّٰه لَ الل عَ دْ جَ ۗ قَ ه  رِ َمْ  ا

“Dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal 

kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allahlah yang 

menuntaskan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu.” (Q.S. 

al-Ṭalaq: 3)1 

  

                                                           
1 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 558. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

 Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 

dan Nomor: 0543b/U/1987. 

Konsonan 

 Daftar Huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam Huruf Latin apat dilihat pada 

halaman berikut: 

Huruf arab  Nama  Huruf  latin  Nama  

 

Alif 

 

Tidak 

dilambangkan  

Tidak 

dilambangkan  

 

Ba  

  
B  Be  

 

Ta  

  
T  Te  

 

Ṡa  

  
Ṡ 

Es (dengan titik 

diatas)  

 

Jim  

  
J  Je  

 

Ḣa 

 
Ḣ 

Ha (dengan titik 

diatas  

 

Kha  

  
Kh  Ka dan Ha  

 

Dal  

  
D  De  

 

Żal  

  
Ż 

Zet (dengan titik 

diatas)  

 

Ra  

  
R  Er  

 

Zai  

  
Z  Zet  

 

Sin  

  
S  Es  

 

Syin  

  
Sy  Es dan ye  

 

Ṣad  

  
Ṣ  

Es (dengan titik di 

bawah)  

 

Ḍad  

  
Ḍ  

De (dengan titik di 

bawah)  
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Ṭa  

  
Ṭ  

Te (dengan titik di 

bawah)  

 

Ẓa  

  

Ẓ 
Zet (dengan titik di 

bawah)  

 

‘Ain  

  
‘__  

apostrof terbalik  

  

 

Gain  

  
G  Ge  

 

Fa  

  
F  Ef  

 

Qof  

  
Q  Qi  

 

Kaf  

  
K  Ka  

 

Lam  

  
L  El  

 

Mim  

  
M  Em  

 

Nun  

  
N  En  

 

Wau  

  
W  We  

 

Ha  

  
H  Ha  

 

Hamzah  

  
__’   

Apostrof  

  

 

Ya  Y  Ye  

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. 

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).  

Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya 

sebagai berikut:  
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Tanda   Nama   Huruf latin   Nama   

  Fatḥah  A  A  اَ 

  Kasrah  I  I   اِ 

  Ḍammah  U  U اُ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:  

Tanda  Nama  Huruf latin  Nama  

  Fatḥah dan ya     ىَيْ 

  

Ai    A dan I  

 Fatḥah dan     ىَوْ 

wau  

Au   A dan U  

Contoh:  

  haula :  هَوْلَ               kaifa : كَيْفَ  

Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya 

berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harkat dan Huruf  

  

Nama   Huruf dan tanda   Nama   

ى ََ ا | ...َ  ََ َ ... fatḥah dan alif  

atau ya  

ā   a dan garis di atas  

ىَِ   kasrah dan ya  

  

ī   i dan garis di atas  

  

وى  ḍammah dan wau  

  

ū   u dan garis di atas  

  

Contoh:  

 māta : مَاتَ 

 ramā : رَمَى

 qīla : قيِْلَ 
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 yamūtu : يمَُوْتُ 

Ta marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat 

harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang 

mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan 

dengan ha (h).  Contoh:  

 rauḍah al-aṭfāl : رَوْضَةُ الَْطَْفَالِ 

 al-madīnah al-fāḍilah : الْمَدِيْنتَُ الْفَاضِلةَُ 

 al-ḥikmah :  الْحِكْمَتُ 

Syaddah (Tasydīd)  

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 

tasydīd (  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) 

yang diberi tanda syaddah. Contoh:  

 rabbanā : رَبَّنَا

يْنَا  najjainā : نَجَّ

 al-ḥaqq : الْحَق  

 al-ḥajj : الْحَج  

مَ   nuʻʻima : نعُ ِ

 aduwwun‘ : عَدوُ  

Jika huruf  ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ىِى), maka 

ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh: 

 ʻAlī (bukan ʻAliyy atau ʻAly) : عَلِى  

 ʻArabī (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby) : عَرَبِى  
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Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf   ال(alif lam 

ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik 

ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti 

bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:  

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الْشَمْسُ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الْزَلْزَلةَُ 

فَلْسَفةَُ الْ   : al-falsafah 

 al-bilādu : الْبلِادَُ 

Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang 

terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak 

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:  

 ta’murūna:  تأَمُْرُوْنَ 

 ’al-nau:  الْنوَْءُ 

 syai’un:  شَيْء  

 umirtu:  أمُِرْتُ 

 

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia  

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 

belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan 

menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 

bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.  Misalnya kata Al-Qur’an 

(dari al-Qur’aʻn), Sunnah, khusus dan umum.  Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 

dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  Contoh:  

Fī Ẓilāl al-Qurʻān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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Al-ʻIbārāt bi ʻumūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab 

Lafẓ al-Jalālah (الله) 

 Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditreansliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 billāh : بِال لهِ   dīnullāh:  دِيْنُ ال له

 Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: 

لهِ هُمْ فِيْ رَحْمَتِ ال    : hum fī raḥmatillāh 

Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital 

berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR).  Contoh:  

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wuḍiʻa linnāasi lallażī bi bakkata mubārakan 

Syahru ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qurʻān 

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl  
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ABSTRAK 

 

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena di dalamnya 

terdapat peristiwa hukum yakni kematian seseorang dan berakhirnya harta kekayaan atau kepemilikan 

seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara otomatis. Kompilasi Hukum Islam 

dalam salah satu pasalnya yakni Pasal 185 yang mengatur tentang beralihnya harta kekayaan pewaris 

kepada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dibandingkan si pewaris dapat digantikan 

kedudukannya oleh anak-anak dari ahli waris tersebut. Sistem ini dinamakan dengan penggantian ahli 

waris atau ahli waris pengganti. Namun, ternyata bagian warisan untuk cucu tidak dijelaskan secara 

rinci di dalam al-Qur’an. Sehingga muncullah ijtihad Zaid Ibn Tsabit yang pada intinya mengemukakan 

bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan dari pancar laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu 

pun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu dari pancar 

perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan karena ia adalah dzawi al-arḥam. Sementara itu, 

dengan keumuman lafal pada Pasal 185 KHI yang tidak dijelaskan secara rinci siapa saja yang dapat 

menjadi ahli waris pengganti, maka dapat dipahami bahwa semua cucu dari pancar laki-laki maupun 

perempuan bisa tampil sebagai ahli waris pengganti. Hal ini didukung juga dengan tidak dikenalnya 

dzawi al-arḥam dalam KHI. Namun, tentu adanya pengaturan tentang ahli waris pengganti dalam KHI 

ini bertujuan untuk pemenuhan keadilan dan kemaslahatan bagi ahli waris cucu. 

Fokus permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini ialah: 1). Bagaimana konsep ahli waris 

pengganti dalam KHI? 2). Bagaimana perspektif maqaṣid al-syariʻah tentang ahli waris pengganti 

dalam Kompilasi Hukum Islam?  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian pustaka 

(Library Research), yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan 

permasalahan di atas. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah studi dokumen yang terkait dengan sumber data sekunder. Selanjutnya dalam 

menganalisa data menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mencari data terkait dengan tinjauan 

maqasid al-syari’ah ahli waris pengganti dalam KHI. 

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan bisa disimpulkan bahwa konsep ahli waris pengganti dalam 

KHI ini untuk jangkauan cucu yang bisa menggantikan adalah cucu dari semua pancar, tanpa 

membedakan itu dari pancar laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk bagian yang diperolehnya 

pun tidak boleh melebihi bagian yang didapat oleh ahli waris sederajat yang digantikannya. Kemudian 

mengenai penerapan teori tujuan hukum menggunakan perspektif maqasid al-syari’ah tentang ahli waris 

pengganti ini bisa dikatakan telah sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai kemaslahatan dengan 

terpenuhinya lima unsur pokok yang dikenal dengan sebutan al-dharuriyah al-khams.  

 

 

Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Maqāṣid Al-Syāriʻah, Kompilasi Hukum Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

E. Latar Belakang 

Allah telah menetapkan kaidah-kaidah bagi kehidupan manusia didunia ini. Aturan tersebut 

dituangkan dalam bentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan oleh manusia. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia secara sederhana adalah 

syariʻah atau hukum syara’ yang sekarang ini disebut hukum Islam.  

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan yang bersumber dari Allah SWT, baik 

hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 

berhubungan dengan perbuatan (amaliyah) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Hukum 

Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan dalam 

sendi kehidupan manusia.2 

Semua hukum, baik yang berbentuk perintah maupun yang berbentuk larangan yang 

terdapat dalam teks-teks syariat bukanlah sesuatu yang hampa tak bermakna. Akan tetapi semua 

ini mempunyai maksud dan tujuan, dimana Allah menyampaikan perintah dan larangan tertentu 

atas maksud dan tujuan tersebut. 

Menurut al-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk 

kemaslahatan hamba.3 Apabila ditelaah lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa maqāṣid al-syāriʻah 

atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-Syatibi ini tidak lain karena 

bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasi 

kemaslahatan hamba.4 Jadi, jelaslah bahwa sebenarnya hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk 

hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yaitu kemaslahatan. Muhammad Abu Zahrah 

juga menegaskan  bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam itu adalah kemaslahatan. Tak satupun 

hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-Qurʻan maupun Sunnah, 

melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.5 

Salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah 

aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu 

kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan 

tentang siapa saja yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara 

mendapatkannya.6 

                                                           
2 Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol. 17, no.2, 

2017, 24. 
3 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah, Jil. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), 3. 
4 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 54.  
5 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqih, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1958), 289-290. 
6 Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009), 3. 
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Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mencerminkan sistem dan 

bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta menjadi ciri khas umat Islam. Namun, dalam 

praktiknya sering menimbulkan polemik dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh budaya 

masyarakat yang plural. Menurut Hazairin, permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem 

kekeluargaan dalam suatu masyarakat, dimana banyak peraturan adat yang telah berlaku secara 

turun temurun memiliki perbedaan dengan hukum Islam. Serta sumber persoalan tersebut bukan 

timbul dari al-Qurʻan, melainkan interpretasi dan friksi dikalangan masyarakat itu sendiri.7 Hukum 

waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti 

akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum selanjutnya akan 

timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah 

bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia 

tersebut.8  

Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya masalah kewarisan, 

sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme), Keanekaragaman hukum waris tersebut 

dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:9 

1. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt/BW), 

Buku I Bab XII s.d. XVIII dari pasal 830 s.d. pasal 1130; 

2. Hukum waris yang terdapat dalam hukum adat, yaitu dalam bagian hukum waris adat; 

3. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam 

Fiqih Islam, yang disebut Mawaris atau Ilmu Farāiḍ. 

Hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian besar dikalangan masyarakat, hal ini 

dikarenakan pembagian warisan seringkali menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan 

atau bahkan mendatangkan perselisihan bagi para ahli waris. Ketidakpuasan akan harta benda 

sudah menjadi naluriah alami manusia untuk mempunyai sebanyak mungkin harta benda sehingga 

memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk menguasainya, termasuk di 

dalamnya yaitu harta peninggalan pewarisnya sendiri. Peristiwa atau kenyataan telah ada dalam 

sejarah umat manusia sekarang, hal ini dibuktikan dengan terjadinya kasus-kasus waris yang 

diajukan ke pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri.10 

Ketentuan atau hukum atau aturan tentang pembagian harta warisan adalah satu-satunya 

ketentuan hukum syariat yang diperinci secara langsung oleh Allah SWT dalam al-Qurʻan, tidak 

seperti ketentuan tentang hukum syariat lainnya, misalnya ketentuan tentang ṣalat, zakat, puasa, 

dan haji. Contohnya, meskipun di dalam al-Qurʻan ada perintah tentang ṣalat, ketentuan tentang 

                                                           
7 Hazairin, Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1976), 1-2. 
8 Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW, (Bandung: Refika Aditama, 2013), Cet. 4, 

1. 
9 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 

cet. 3, 189.   
10 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Grafindo, 1998), cet. 3, 355. 
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cara-cara ṣalat tidak dijelaskan langsung di dalam ayat-ayat al-Qurʻan, tetapi dijelaskan oleh Nabi 

Muhammad SAW melalui hadis-hadis-Nya.11 

Salah satu ayat dalam al-Qurʼan yang membahas tentang hukum kewarisan adalah terdapat 

dalam Q.S. al-Nisā’ ayat 7: 

ا  مَّ ب  م ِ صِيْ ءِ نَ اۤ سَ ِ لن  لِ نََۖ وَ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ ا ت مَّ ب  م ِ صِيْ الِ نَ جَ لر ِ لِ

ا ٧ رُ وْضً فْ ا مَّ بً يْ صِ ُرَ ۗ نَ ث َوْ كَ ُ ا ه نْ ا قَلَّ مِ مَّ نَ مِ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ  ت

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi 

perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik 

sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 7 ) 12 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya laki-laki dan wanita (baik masih kecil maupun 

sudah dewasa, baik kuat berjuang maupun tidak) sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan 

harta warisan meskipun dengan jumlah bagian yang tidak sama. Ayat ini sekaligus menghapus 

ketentuan tentang warisan pada masa jahiliyah yang memberikan harta warisan kepada orang laki-

laki saja, ditambah lagi dengan syarat harus sudah dewasa dan kuat berjuang (berperang).13 

Sumber hukum lainnya yang juga banyak yang mengatur tentang kewarisan adalah ḥadīṡ 

Nabi. Salah satunya adalah ḥadīṡ Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari: 14 

هِ  يْ َ ل لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ وْ سُ الَ رَ الَ : قَ ا قَ مَ هُ نْ ضِيَ اللهُ عَ اسٍ رَ بَّ نِ عَ نَ ابْ عَ

 َ مَ : أ َّ ل سَ رٍ وَ لٍ ذَكَ جُ لَى رَ وَْ لِِ ائِضُ فَ رَ فَ تِ الْ قَ َبْ ا ا مَ ا فَ هَ لِ هَْ أ ائِضَ بِ رَ فَ ُوا الْ ق حِ لْ

م   لِ سْ مُ ارِي  وَ ُخَ ب ُ الْ ه جَ رَّ  خَ

Dari Ibn ʻAbbas ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Berikan bagian warisan kepada 

ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayyit”15 

Ḥadīṡ di atas menjelaskan bahwa ayah menjadi ʻaṣabah bagi harta warisan yang 

ditinggalkan oleh anaknya. Ayah menghabisi harta warisan tersebut setelah diberikan sepertiga 

untuk ibu. Apabila si mati tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka ayah 

menjadi ʻaṣabah dengan alasan karena pada saat itu ayah adalah anak laki-laki yang paling dekat 

hubungan kekerabatannya dengan si mati.16 

Membicarakan tentang kewarisan, salah satu persoalan lama yang menimbulkan pro-kontra 

di kalangan hakim, akademisi, dan praktisi adalah mengenai ketentuan ahli waris pengganti atau 

pergantian kedudukan ahli waris yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah plaatsvervulling. 

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian, dapat diartikan sebagai 

                                                           
11 Achmad Yani, Faraid dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 1, 7. 
12 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78. 
13 Achmad Yani, Faraid dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 2016), cet. 1, 9.  
14 Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, Hukum kewarisan islam sebagai pembaruan hukum positif di indonesia, (Jakarta: sinar 

grafika, 2009), 75. 
15 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 
16 Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 124. 
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orang-orang yang menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mendapat warisan 

meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, sehingga kedudukannya digantikan olehnya. 

Tahun 1991, KHI ditetapkan dan mulai menjadi rujukan para hakim pengadilan agama 

dalam menyelesaikan perkara, baik di bidang perkawinan atau kewarisan. Dalam kewarisan 

menurut fiqih, ahli waris harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, namun dengan 

mengadopsi penafsiran terkait mawali dari Hazairin, KHI tidak mengharuskan ahli waris dalam 

keadaan hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia.17 Ketentuan penggantian tempat ini terdapat 

dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:18 

Pasal 185 

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat 

digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan 

yang diganti. 

Selama ini dalam kitab-kitab fiqh atau buku-buku yang ditulis para yuris Islam tidak 

mengenal sebutan ahli waris pengganti ataupun penggantian kedudukan ahli waris 

(plaatsvervulling) seperti yang tersebut dalam Pasal 185 KHI. Seseorang memperoleh hak waris 

dikarenakan ditentukan dalam hukum itu sendiri berhak menerima waris dengan bagian yang 

berbeda-beda.19 

Apabila ayat-ayat al-Qurʻan dalam bidang kewarisan dikaji, akan segera terlihat bahwa 

kedudukan cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci 

bagiannya atas warisan. Dalam al-Qurʻan, ahli waris yang bagiannya ata warisan dirinci dengan 

jelas adalah anak, orang tua (bapak dan ibu), saudara janda, dan duda. Tiga ahli waris yang disebut 

pertama adalah ahli waris karena hubungan darah, sedangkan dua ahli waris yang disebutkan 

kemudian adalah ahli waris karena perkawinan.  

Sebagai sumber hukum setelah al-Qurʻan, al-Sunnah merupakan petunjuk apabila suatu 

persoalan tidak dirinci oleh al-Qurʻan atau diatur secara garis besar saja. Ternyata, al-Sunnah tidak 

merinci secara jelas bagian cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh 

lagi. Karena baik al-Qurʻan maupun al-Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek, 

dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh, maka persoalan ini dicari jalan keluarnya dengan cara 

ijtihad. Salah satu ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad yang dilakukan oleh Zaid 

bin Tsabit: 

                                                           
17 Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, “Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia”, (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2014), cet. 1, 48. 
18 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185. 
19 A. Sukris sarmadi, Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo), 2012, 23. 
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ُ لَ : وَ  د  يْ زَ  الَ قَ وَ  َ  د زِ مَ بِ  اءِ نَبْ الْ َ وَ الْ  ةِ لَ نْ ُ  نْ كُ يَ  مْ لَ ذْ اِ  دِ ل  د  لَ وَ  مْ هُ نَوْ د

ُ ، وَ مْ هِ رِ كَ ذَ كَ  مْ هُ رُ كَ ذَ ر  كَ ذَ  َ نْ أ ُ كَ  مْ اهُ ث َ نْ أ ُ رِ يَ  مْ اهُ ث ُ رِ ا يَ مَ كَ  نَ وْ ث ، نَ وْ ث

ُ ثجُ حْ يَ وَ  ُ جُ حْ ا يَ مَ كَ  نَ وْ ب ُ لَ وَ  ثُ رِ  يَ لََ وَ  نَ وْ ب   .نِ بْ الَِْ  عَ مَ  نِ بْ الَِْ  د

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat 

dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak 

laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab 

seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.20 

Berdasarkan ijtihad di atas dapat dilihat bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan 

keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu pun dengan syarat tidak ada anak pewaris 

laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak 

dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit 

untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan berijtihad dalam rangka mencari 

kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Penonjolan kedudukan laki-laki maupun 

garis keturunan laki-laki merupakan sesuatu yang sangat logis, sebab dalam pikiran patrilineal 

sangat mempengaruhinya. Sementara keturunan lewat garis perempuan tidak disinggung, namun 

bukan merupakan persoalan dan juga tidak menyinggung rasa keadilan.21 

Berangkat dari tidak adanya penjelasan secara rinci tentang bagian warisan cucu di dalam 

al-Qur’an dan al-Sunnah serta adanya satu pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan 

tentang hak warisan cucu ketika orangtuanya meninggal terlebih dahulu dibandingkan kakeknya. 

Maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Tinjauan Maqāṣid Al-Syāriʻah Ahli 

Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam. 

F. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam ? 

2. Bagaimana perspektif maqāṣid al-syāriʻah tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi 

Hukum Islam ? 

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian: 

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum 

Islam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maqāṣid al-syāriʻah tentang ahli waris pengganti 

dalam Kompilasi Hukum Islam. 

                                                           
20 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 1886. 
21 Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, (Jakarta: 

sinar grafika, 2009), 154. 
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Kegunaan Penelitian: 

Karya tulis ilmiah ini diharapkan berguna bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya 

penulis karena dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bidang ilmu hukum keluarga 

Islam, hukum kewarisan Islam khususnya tentang ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi 

Hukum Islam dengan menggunakan perspektif maqāṣid al-syāriʻah. Sehingga bisa menjadi 

sumbangan pemikiran ilmiah khususnya bagi civitas akademika Fakultas syariʻah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan para pemerhati ilmu hukum perdata Islam baik 

di bidang akademik maupun profesi.  

 

H. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelitian, penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa 

referensi dan literatur yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak dalam penelitian ini. Sejauh 

penelusuran penulis belum menemukan secara khusus dan mendetail tentang studi analisis 

ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menggunakan 

tinjauan maqāṣid al-syāriʻah,  namun banyak kajian yang berhubungan dengan ahli waris 

pengganti, diantaranya adalah: 

1. Skripsi Ananda Muhammad Imam, dengan judul “Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya Dengan Kompilasi Hukum 

Islam”.22 Skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan ahli waris pengganti 

antara KUH Perdata dengan KHI. Persamaan diantara keduanya adalah sama sama 

menggantikan ahli waris yang dahulu meninggal dari pewaris. Perbedaannya adalah di 

dalam KUHPerdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan bagian yang 

diterima ahli waris yang digantikannya seandainya masih hidup, sedangkan dalam KHI 

bagian ahli waris pengganti tidak sama dengan bagian yang seharusnya diterima ahli waris 

yang digantikannya. 

2. Skripsi Dede Umu Kulsum, dengan judul “Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti 

dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Penetapan Nomor: 

108/Pdt.P/2014/PA.JB)”.23 Skripsi ini membahas tentang bagaimana penetapan hakim 

terhadap ahli waris pengganti dan masalah munasakhah. Dengan latar belakang terdapat 

beberapa kasus munasakhah dibagikan bagian ahli warisnya menggunakan ahli waris 

pengganti. 

3. Skripsi Dewi Kemālasari, dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan KHI dalam 

Penggantian Tempat Ahli Waris atau Ahli Waris Pengganti Pada Masyarakat Kecamatan 

                                                           
22 Ananda Muhammad Imam, “Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya 

Dengan Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018. 
23 Dede Umu Kulsum, “Ahli Waris Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perbandingannya Dengan 

Kompilasi Hukum Islam,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015. 
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Banda Sakti Kota Lhokseumawe”.24 Skripsi ini membahas tentang penerapan KHI dalam 

dalam kasus penggantian ahli waris atau ahli waris pengganti di Mahkamah Syar’iyyah Kota 

Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dimana di kota tersebut untuk penerapannya sudah 

terlaksana dengan sesuai dalam pasal 185 KHI, akan tetapi masih terdapat beberapa 

masyarakat di kecamatan tersebut yang penerapannya belum sesuai dengan KHI, disebabkan 

adanya pengaruh tokoh ulama dan tokoh adat setempat yang berpegang pada kitab fiqh 

klasik dan adat yang sudah lama berlaku. 

4. Skripsi Novi Rustina, dengan judul “Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut 

KHI dan Fikih Mawaris”.25 Skripsi ini membahas tentang penerapan pembagian ahli waris 

pengganti menurut KHI dan fiqih mawaris. Dalam KHI, cucu menggantikan kedudukan 

orang tuanya dan berkedudukan sebagai anak pewaris. Sedangkan dalam fiqih mawaris, 

cucu tetap pada kedudukannya sebagai cucu dari pewaris, dapat mewarisi hanya lewat garis 

keturunan laki-laki saja. 

5. Jurnal Diana Zuhroh, dengan judul “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi 

Putusan Hakim Pengadilan Agama)”.26 Jurnal ini membahas tentang perbedaan definisi ahli 

waris yang tertuang dalam KHI dengan menurut ilmu farāiḍ, perbedaan definisi ini dinilai 

sangat luas, karena hanya berbeda satu kata, terbukti tidak disadari atau tidak dipahami oleh 

sebagian hakim di lingkungan Peradilan Agama. Ketidakpahaman hakim terhadap hal 

tersebut telah melahirkan putusan atau penetapan yang rancu karena diktum putusan tidak 

didasarkan pada pertimbangan hukum yang benar. 

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas bisa dilihat bahwa mengenai ahli waris pengganti 

memang sudah cukup banyak dikaji. Namun tak dapat dipungkiri pula jika masing-masing karya 

ilmiah di atas terdapat kelebihan dan kekurangan yang justru dapat mempermudah pembaca dalam 

menemukan karya dari hasil penelitian dengan berbagai perspektif dalam suatu permasalahan yang 

sama. Hal inilah yang juga membantu penulis dalam menemukan celah yang beda antara karya 

ilmiah terdahulu dengan karya ilmiah dari penulis. 

Selain terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing karya ilmiah tersebut, 

pastinya juga memiliki persamaan dan perbedaan dalam berbagai teori maupun ketentuan yang 

dipakai oleh para penulis. Sebagai contoh, karya ilmiah karya dari Dewi Kemālasari dengan karya 

ilmiah karya dari Novi Rustina. Kedua karya ilmiah tersebut memiliki persamaan, yakni dalam 

pokok bahasannya tentang ahli waris pengganti (plaatsvervulling). Sementara perbedaannya 

terletak pada metode analisisnya, dimana peneliti yang satu menggunakan studi analisis yuridis 

                                                           
24 Dewi Kemālasari, “Analisis Yuridis Penerapan Khi Dalam Penggantian  Tempat Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti Pada  

Masyarakat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012. 
25 Novi Rustina, “Penerapan Pembagian Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan Fikih Mawaris,” Skripsi Fakultas Syari’ah 

dan Hukum  UIN Raden Fatah Palembang, 2016. 
26 Diana Zuhroh, “Konsep Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama)”,  Jurnal al-

Ahkam, vol. 27, no. 1, April 2017. 



xxv 
 

penerapan KHI tentang ahli waris pengganti pada suatu daerah tepatnya di masyarakat Kecamatan 

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan pada peneliti yang satunya lagi menggunakan metode 

analisis perbandingan penerapan ahli waris pengganti ini antara KHI dan fiqh mawaris. 

Oleh karena itu, berangkat dari persamaan dan perbedaan dari beberapa karya ilmiah di atas 

penulis menemukan celah yang berbeda, dimana celah tersebut belum dikaji oleh peneliti yang 

sebelumnya. Celah pembeda yang penulis maksud yakni penggunaan metode istinbath hukum 

berupa maqāṣid al-syāriʻah tentang permasalahan ahli waris pengganti (plaatsvervulling). Dengan 

demikian, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari segi perspektif 

maqāṣid al-syāriʻah-nya.  

I. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian kepustakaan (library research),yaitu penelitian yang mengkaji studi 

dokumen. Oleh karena itu, data yang diteliti berupa buku-buku, jurnal, majalah, naskah, 

yang semuanya bersumber pada khazanah kepustakaan, 27 dan tentunya semuanya 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan 

normatif/doktrinal, yaitu pendekatan yang menggunakan tolak ukur agama, baik yang 

bersumber dari naṣ (al-Qurʻan dan ḥadīṡ) maupun dari kaidah fiqh dan ushul fiqh, 

dengan penjelasan pendapat para imam madzhab yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. Kedua, pendekatan filosofis, digunakan untuk menganalisis teks agar 

mendapatkan makna yang mendalam sampai pada akar permasalahannya. Pendekatan 

ini dipakai dengan alasan permasalahan yang diteliti ditinjau dari sudut pandang 

maqāṣid al-syāriʻah yang banyak membutuhkan penalaran dalam usaha memahami 

makna yang terkandung dalam teks.   

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang 

baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun 

mengenai suatu gagasan. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum primer 

adalah al-Qurʻan, al-ḥadīṡ, dan Kompilasi Hukum Islam. 

                                                           
27 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1998), Cet. 7, 54. 
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b. Sumber data sekunder, adalah  bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan 

primer, diantaranya doktrin doktrin yang ada di dalam buku, Bahan sekunder ini berupa 

buku-buku mengenai ahli waris pengganti dan maqāṣid al-syāriʻah, seperti Hukum 

Kewarisan Bilateral menurut al-Qur’an dan Hadist karya Hazairin, Hukum Kewarisan 

Islam karya Amir Syarifuddin, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam 

Dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata karya Idris Ramulyo, Ushul Fiqh karya Amir 

Syarifuddin, Ushul al-Fiqh al-Islamy karya Wahbah az-Zuhaili, dll.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau 

dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

artikel, jurnal, web dan sebagainya28 yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang 

dikaji. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang 

terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode 

pengumpulan dokumentasi.29 Penulis tidak mengumpulkan data dengan seperangkat 

instrumen untuk mengatur variabel, akan tetapi penulis mencari dan belajar dari subje dalam 

penelitiannya, dan menyusun format untuk mencatat data ketika penelitian berjalan. 

J. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem 

pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dimana antara bab satu dengan bab lain di 

sistematikakan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang mudah dipahami, dan setiap bab 

terdiri atas beberapa sub bab untuk meringkas dan mengklasifikasikan sistematika pembahasan. 

Sistematika pembahasan ini terdiri atas bab 1 sampai bab 5, yang disusun secara sistematis sebagai 

berikut: 

BAB I: Merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi 

penelitian, sistematika pembahasan. 

BAB II: Tinjauan umum tentang kewarisan Islam dan maqāṣid al-syāriʻah. Terdiri dari 3 

bab, pertama, tentang kewarisan dalam Islam yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni pengertian, 

dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam ahli waris, dll. Kedua, tentang ketentuan ahli waris 

pengganti yang terdiri dari tiga sub bab, yakni ketentuan ahli waris pengganti menurut hukum 

Islam, ketentuan ahli waris pengganti menurut Hazairin. Ketiga,  tentang maqāṣid al-syāriʻah yang 

                                                           
28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 158. 
29 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 29. 
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terdiri dari beberapa sub bab, yakni pengertian, pembagian, dan maslahah sebagai tujuan penetapan 

hukum Islam. 

BAB III: Ahli waris pengganti dalam KHI. Terdiri dari 2 bab, Pertama, tentang KHI yang 

terdiri dari dua sub bab, yakni pengertian KHI dan latar belakang penyusunan KHI. Kedua, tentang 

ahli waris pengganti dalam KHI. 

BAB IV: Membahas tentang analisis ahli waris pengganti (plaatsvervulling) dalam 

Kompilasi Hukum Islam dan analisis tentang tinjauan maqāṣid al-syāriʻah tentang ahli waris 

pengganti (plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam. 

BAB V: Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan bab-

bab sebelumnya, serta saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN MAQĀṢID AL-SYĀRIʻAH 

 

K. Ketentuan Umum Kewarisan dalam Islam 

3. Pengertian Waris 

 Kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada 

yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam 

literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, 

seperti farāiḍ, fiqh mawaris, dan hukum al-waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi 

karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim 

dipakai adalah farāiḍ. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum 

Kewarisan Islam Edisi Kedua, penggunaan kata farāiḍ ini digunakan oleh an-Nawawi dalam 

kitab fiqh Minhaj al-Ṭalibin. Al-Mahalliy dalam komentarnya atas matan Minhaj al-Ṭalibin 

disebutkan alasan penggunaan kata tersebut: 30 

 “Lafaz faraid merupakan jama’ (bentuk plural) dari lafaz faridhah yang mengandung 

arti mafrudhah, yang sama artinya dengan muqaddarah, yaitu suatu yang ditetapkan 

bagiannya secara jelas. Didalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-

Qur’an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak 

ditentukan. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan faraid.” 

Adapun penggunaan kata mawariṡ lebih melihat kepada yang menjadi objek dari 

hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawariṡ 

merupakan bentuk plural dari kata miwrats yang berarti mauruts, harta yang diwarisi. Dengan 

demikian, maka arti kata warits yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang 

yang menerima harta warisan itu, karena kata warits artinya yang menerima warisan. 

Secara bahasa, kata waraṡa asal kata kewarisan digunakan dalam al-Qurʻan. Terdapat 

dalam al-Qurʻan dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah SAW, hukum kewarisan Islam 

ditetapkan. Secara bahasa, kata waraṡa memiliki beberapa arti; pertama, mengganti (Q.S. 27 

[al-Naml]: 16), artinya: “Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta 

mewarisi ilmu pengetahuannya”. Kedua, memberi (Q.S. 39 [al-Zumar]: 74), dan ketiga, 

mewarisi (Q.S. 19 [al-Maryam]: 6).31  

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian 

warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli 

waris yang berhak.32 Dalam redaksi lain, Hasby ash-Shiddieqy mengemukakan, “hukum 

                                                           
30 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. 5, 6. 
31 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. 2, 281. 
32 Muhammad Syarbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj, (Kairo: Mushthafa al-baby al-Halabiy, 1958), juz. 3, 3. 
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kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang orang yang mewarisi dan tidak 

mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.”33 

Kemudian menurut Wahbah al-Zuhaili: 

 ِ ل  بُ كُ يْ صِ ا نَ هَ ِ فُ ب رِ عْ ة  يَ َّ ي ِ اب سَ حِ ة  وَ يَّ هِ قْ د  فِ اعِ وَ وَ قَ اثِ : هُ رَ يْ مِ مُ الْ لْ عِ وَ

ةِ  كَ َّرْ نَ الت ثٍ مِ ارِ  .وَ
“Ilmu waris adalah kaidah-kaidah fiqh dan perhitungan-perhitungan yang dengannya 

dapat diketahui bagian masing-masing setiap ahli waris dari harta peninggalan.”34 

Maimun Nawawi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Kewarisan Islam 

mengungkapkan bahwa menurut Muhammad Ali ash-Shabuni definisi kewarisan secara 

istilah:35 

ةِ  َّ ي كِ لِ مِ لُ الْ ا قَ تِ نْ ِ وَ ا ثُ هُ رْ َلَِْ اء  ا وَ ء، سَ اِ يَ حَْ هِ الْ َتِ ث رِ لَى وَ تِ إِ ِ ي  مَ نَ الْ مِ

. ةِ يَّ عِ رْ قِ الشَّ ُوْ ق حُ نَ الْ ا مِ قًّ حَ َوْ ا ا ارً قَ عَ َوْ الًَ ا كُ مَ وْ رُ ْ ت مَ نَ الْ ا   كَ

"Kewarisan (al-irṡ) adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah 

meninggal (mayit) kepada ahli warinya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut 

berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan 

syari’at.” 

Idris Djakfar juga memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat 

aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, 

mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing 

secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.36 

Demikian pula Habiburrohman memberi pengertian kewarisan (al-miraṡ) yang disebut 

juga farāiḍ yakni bagian tertentu dari harta warisan seperti yang diatur dalam naṣ al-Qurʻan 

dan Ḥadīṡ, yaitu perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah 

meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian tertentu yang 

telah ditetapkan dalam naṣ-naṣ al-Qurʻan dan Ḥadīṡ.37 

Sistem hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum 

dalam Buku II yang tercantum berupa pokok-pokonya saja. Hal ini karena garis-garis hukum 

yang dihimpun dalam dokumentasi yustisia itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan 

perkara-perkara dibidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Pengembanganya 

diserahkan kepada hakim (Pengadilan Agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-

sunguh nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa 

keadilan, sesuai dengan Pasal 229 KHI.38 

                                                           
33 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 355. 
34 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu, (Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 243.  
35 Maimun Nawawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 3-4. 
36 Idris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), 4. 
37 Habiburrohman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Cet. I, 17-18. 
38 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005), 330. 
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Kendatipun demikian, karena sistem hukum kewarisan sudah ditentukan dalam al-

Qurʻan, maka rumusan KHI mengikuti saja sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam al-

Qurʻan, Sunnah, dan juga raʻyu (akal pikiran) melalui ijtihad yang tercermin dalam 

penelaahan atau pengkajian kitab-kitab fiqih yang ada kaitannya dengan materi KHI, 

pengumpula data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

10 Pengadilan Tinggi Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta hasil studi perbandingan 

dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam yaitu Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah 

terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian dolah oleh tim perumus, yang kemudian 

menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.39 

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “Hukum 

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta 

peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan 

beberapa bagian-bagian masing-masing.”40 

Pengertian-pengertian hukum kewarisan Islam yang dikemukakan oleh beberapa pakar 

hukum di atas, pada dasarnya bahwa hukum kewarisan Islam berkaitan dengan berakhirnya 

harta kekayaan atau kepemilikan seseorang pada saat meninggal dunia kepada ahli warisnya 

secara ijbari (otomatis). Sehingga dapat dipahami bahwa menurut hukum kewarisan Islam, 

pewarisan dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Jadi disebut pewarisan setelah 

meninggalnya seseorang, maka kekayaannya terlepas darinya dan akan segera berpindah 

menjadi milik ahli waris yang ditinggalkan dan dinyatakan berhak oleh ketentuan hukum 

Islam.41 

4. Dasar Hukum Waris 

 Dasar atau sumber utama dari hukum Islam adalah naṣ atau teks yang terdapat dalam 

al-Qurʻan dan Sunnah nabi. Selain dari kedua sumber hukum  tersebut, juga bisa bersumber 

dari pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang belum disepakati. Ayat-ayat al-

Qurʻan dan Sunnah cukup banyak yang membahas tentang hukum kewarisan, berikut ini akan 

dikutip pokok-pokoknya saja. 

a. Al-Quran 

1) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 7 

َرَكَ  ا ت مَّ ب  م ِ صِيْ الِ نَ جَ لر ِ ب   لِ صِيْ ءِ نَ اۤ سَ ِ لن  لِ نََۖ وَ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ الْ

ا  بً يْ صِ ُرَ ۗ نَ ث َوْ كَ هُ ا نْ ا قَلَّ مِ مَّ نَ مِ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ ا ت مَّ م ِ

ا  وْضً رُ فْ  ٧مَّ

                                                           
39 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 194. 
40 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen 

Agama, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 1992, 89. 
41Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warsian Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada 

Pengadilan Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet. 1, 28-29. 
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“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya 

dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 

[al-Nisā’]: 7)42 

2) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 11 

نَّ  نْ كُ اِ نِ ۚ فَ يْ َ َي ث ُنْ ظ ِ الَْ ْلُ حَ ث رِ مِ َّكَ لذ مْ لِ كُ دِ لََ َوْ يْْٓ ا ُ فِ ّٰه مُ الل كُ يْ صِ ُوْ ي

ا  هَ َ ل ً فَ ة دَ احِ تْ وَ انَ نْ كَ ِ ا كَ ۚ وَ َرَ ا ت َا مَ ُث ُل نَّ ث هُ َ ل نِ فَ َيْ ت َ ن ْ قَ اث وْ ءً فَ اۤ سَ نِ

كُ  هِ لِ يْ وَ َ ب َ لَِ ِصْفُ ۗ وَ هٗ الن  انَ لَ نْ كَ كَ اِ َرَ ا ت مَّ ُسُ مِ د ا الس  مَ هُ نْ ِ دٍ م  احِ ِ وَ ل 

 ْٓ هٗ َ انَ ل نْ كَ اِ ُثُ ۚ فَ هِ الث ل ُم ِ لِا ُ فَ ه وٰ َ َب ْٓ ا َهٗ ث رِ وَ د  وَّ لَ هٗ وَ َّ نْ ل كُ مْ يَ َّ نْ ل اِ د  ۚ فَ لَ وَ

نٍ ۗ  يْ َوْ دَ ْٓ ا ا هَ صِيْ بِ وْ ةٍ ي  َّ ي صِ دِ وَ عْ نْْۢ بَ ُسُ مِ د هِ الس  ُم ِ لِا ة  فَ وَ خْ مْ اِ كُ ؤُ اۤ بَ اٰ

ّٰهِ ۗ اِنَّ  نَ الل ةً م ِ يْضَ رِ ا ۗ فَ عً فْ مْ نَ كُ َ بُ ل رَ َقْ مْ ا َي هُ نَ ا وْ رُ َدْ مْۚ لََ ت كُ ؤُ اۤ نَ َبْ ا وَ

ا  مً يْ كِ ا حَ مً يْ لِ انَ عَ ّٰهَ كَ  ١١الل

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-

anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian 

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang 

saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian 

masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) 

mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh 

kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) 

mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang 

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 

banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 11)43 

3) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 12 

مْ يَ  َّ نْ ل مْ اِ كُ اجُ وَ َزْ كَ ا َرَ ا ت صْفُ مَ مْ نِ كُ َ ل انَ وَ نْ كَ اِ د  ۚ فَ لَ نَّ وَ َّهُ نْ ل كُ

َوْ  ْٓ ا ا هَ ِ نَ ب يْ صِ ةٍ ي وْ َّ صِي دِ وَ عْ نْْۢ بَ نَ مِ كْ َرَ ا ت مَّ عُ مِ ُ ب مُ الر  كُ َ ل د  فَ لَ نَّ وَ هُ لَ

مْ  كُ انَ لَ نْ كَ اِ د  ۚ فَ َ ل مْ وَ َّكُ نْ ل كُ مْ يَ َّ نْ ل ِ ُمْ ا ت كْ َرَ ا ت مَّ ُعُ مِ ب نَّ الر  هُ َ ل نٍ ۗ وَ يْ دَ

نَّ الث   هُ َ ل د  فَ لَ ۗوَ نٍ  يْ َ َوْ د ْٓ ا ا هَ نَ بِ وْ صُ وُْ ةٍ ت يَّ صِ دِ وَ عْ نْْۢ بَ ُمْ م ِ ت كْ َرَ ا ت مَّ نُ مِ مُ

 ِ ل  كُ لِ ت  فَ خُْ َوْ ا َخ  ا ْٓ ا هٗ َ ل َة  وَّ ا رَ َوِ امْ ةً ا لَ لٰ ثُ كَ رَ ل  ي وْ جُ انَ رَ نْ كَ اِ َۗ وَ

ءُ  اۤ كَ رَ مْ شُ هُ كَ فَ لِ نْ ذٰ َرَ مِ ث َكْ ا ا وْْٓ ُ ان نْ كَ اِ ُسُۚ فَ د ا الس  مَ هُ نْ ِ دٍ م  احِ فِى  وَ

ةً  َّ ي صِ ر ٍ ۚ وَ اۤ ضَ رَ مُ يْ نٍٍۙ غَ يْ َ َوْ د ْٓ ا ا هَ ةٍ ي وْصٰى بِ يَّ صِ دِ وَ عْ نْْۢ بَ ُثِ مِ الث ل

م ۗ  يْ لِ م  حَ يْ لِ هُ عَ ّٰ الل هِ ۗ وَ ّٰ نَ الل  ١١م ِ

 “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika 

mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu 

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang 

mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat 

harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, 

bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) 

wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik 

laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi 

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), 
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bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika 

mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam 

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 12)44 

4) Q.S. al-Nisā’  [4]: 13-14 

نْ  يْ مِ رِ َجْ ّٰتٍ ت ن هُ جَ لْ خِ ُدْ هٗ ي لَ وْ سُ رَ هَ وَ ّٰ عِ الل نْ ي طِ مَ هِ ۗ وَ
ّٰ الل دُ  ُوْ د كَ حُ لْ تِ

مُ  يْ ظِ عَ زُ الْ وْ فَ كَ الْ لِ ذٰ ا ۗ وَ هَ يْ نَ فِ يْ دِ لِ رُ خٰ هٰ نْ َ ا الَْ هَ ِ ت َحْ صِ  ١٣ت َّعْ نْ ي مَ وَ

ّٰهَ  ذَاب  الل هٗ عَ لَ اَۖ وَ هَ يْ ًا فِ د الِ ا خَ ارً ُ نَ ه لْ خِ دْ ُ هٗ ي دَ ُوْ د َّ حُ د َعَ ت َ ي هٗ وَ َ ل وْ سُ رَ وَ

ن  ࣖ  يْ هِ  ١١م 

“Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan 

Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di 

bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang 

sangat besar. Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar 

batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api 

neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.” (Q.S. al-

Nisā’  [4]: 13-14)45 

5) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 176. 

كَۗ  َ ن وُْ ت َفْ ت سْ د  يَ لَ هٗ وَ سَ لَ يْ كَ لَ لَ ا هَ ؤ  رُ نِ امْ اِ ةِ ۗ لَ لٰ كَ مْ فِى الْ كُ يْ تِ فْ ُ ي ّٰهُ  ُلِ الل ق

د  ۚ  لَ ا وَ هَ َّ نْ ل كُ مْ يَ َّ نْ ل ْٓ اِ ا هَُ ث رِ وَ يَ هُ كَۚ وَ َرَ ا ت صْفُ مَ ا نِ هَ لَ ت  فَ خُْ ْٓ ا هٗ َ ل وَّ

وْْٓ  ُ ان نْ كَ اِ وَ ۗ كَ  َرَ ا ت مَّ نِ مِ ُثٰ ا الث ل مَ هُ لَ نِ فَ َيْ ت َ ن ْ َا اث ت َ ان نْ كَ اِ جَ فَ ً ر ِ ة وَ خْ ِ الًَ ا ا

هُ  ّٰ الل ا ۗ وَ وْ ل  َضِ َنْ ت مْ ا كُ لَ ّٰهُ  نُ الل ِ ي  َ ب ُ نِۗ ي يْ َ َي ث ُنْ ظ ِ الَْ ْلُ حَ ث رِ مِ َّكَ لذ لِ ءً فَ اۤ سَ نِ وَّ

م  ࣖ  يْ لِ ءٍ عَ يْ ِ شَ ل  كُ  ١٧١بِ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). 191) Katakanlah, “Allah memberi 

fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak 

mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara 

perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya 

mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, 

jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan 

perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara 

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 176.46 
 

6) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 8, 9, 10. 

 ُ ا ةَ  مَ سْ قِ ضَرَ الْ ا حَ ذَ اِ مْ وَ هُ ُوْ ق زُ ارْ نُ فَ يْ كِ سٰ مَ الْ ى وَ مٰ تٰ َ ي الْ ى وَ بٰ ُرْ ق ُوا الْ ول

ا  فً وْ رُ عْ لًَ مَّ وْ مْ قَ هُ َ ا ل ُوْ ل ُوْ ق ُ وَ ه نْ ِ نْ  ٨م  ا مِ وْ كُ َرَ وْ ت َ نَ ل يْ ذِ َّ شَ ال يَخْ لْ وَ

لًَ  وْ ا قَ ُوْ ل وْ ُ ق يَ لْ ّٰهَ وَ ُوا الل َّق ت َ ي لْ مَْۖ فَ هِ يْ َ ل ا عَ ُوْ اف ا خَ فً عٰ يَّةً ضِ ُر ِ مْ ذ هِ فِ لْ خَ
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يْ  دِ يْ  ٩دًا سَ نَ فِ ُوْ ل ْكُ أ ا يَ مَ َّ ن ِ ا ا مً لْ ى ظُ مٰ تٰ يَ الَ الْ وَ َمْ نَ ا ُوْ ل ْكُ أ نَ يَ يْ ذِ َّ اِنَّ ال

ا ࣖ  رً يْ عِ نَ سَ وْ لَ صْ يَ سَ ا ۗ وَ ارً مْ نَ هِ ِ ن وْ ُطُ  ١١ب

“Apabila (saat) pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-

orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka 

perkataan yang baik. Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir 

terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang 

benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya). Sesungguhnya orang-orang yang 

memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam 

perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).” (Q.S. 4 

[al-Nisā’]: 8, 9, 10.)47 

7) Q.S. 4 [al-Nisā’]: 33. 

نَ  يْ ذِ َّ ال نَ ۗ وَ وْ ُ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ ا ت مَّ يَ مِ الِ وَ ا مَ نَ لْ عَ ٍ جَ ل  كُ لِ وَ

ءٍ  يْ ِ شَ ل  ى كُ لٰ انَ عَ ّٰهَ كَ مْ ۗ اِنَّ الل هُ بَ يْ صِ مْ نَ هُ ُوْ ت اٰ مْ فَ ُكُ ان مَ َيْ دَتْ ا قَ عَ

ًا ࣖ  د يْ هِ  ٣٣شَ

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa 

yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang 

kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. 

Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 33.)48 

8) Q.S. 8 [al-Anfāl]: 72. 

يْ  مْ فِ هِ ُسِ ف َنْ ا مْ وَ هِ الِ وَ مَْ ا ا بِ ُوْ د اهَ جَ ا وَ وْ رُ اجَ هَ ا وَ ُوْ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ اِنَّ ال

كَ بَ  ىِٕ
ۤ
لٰ وُ ا ا وْْٓ رُ نَصَ ا وَّ وْ وَ نَ اٰ يْ ذِ َّ ال هِ وَ ّٰ لِ الل يْ ِ ب ضٍۗ سَ ءُ بَعْ اۤ يَ لِ َوْ مْ ا هُ عْضُ

ّٰى  ت ءٍ حَ يْ نْ شَ مْ م ِ هِ ِ ت َ ي لََ نْ وَّ مْ م ِ كُ َ ا ل ا مَ وْ رُ اجِ ُهَ مْ ي لَ ا وَ ُوْ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ ال وَ

ى  لٰ مُ النَّصْرُ اِلََّ عَ كُ يْ َ ل عَ نِ فَ يْ مْ فِى الد ِ كُ وْ صَرُ َنْ ت نِ اسْ ِ ا اۚ وَ وْ رُ اجِ ُهَ ي

َاق ۗ  ث يْ ِ مْ م  هُ نَ يْ َ ب مْ وَ كُ نَ يْ َ مٍْۢ ب وْ ر   قَ يْ صِ نَ بَ ُوْ ل مَ َعْ ا ت مَ ِ ُ ب ّٰه الل  ٧١وَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan 

jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan 

memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung 

bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak 

ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. 

(Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) 

agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi 

kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa 

yang kamu kerjakan.” (Q.S. 8 [al-Anfāl]: 72)49 

9) Q.S. 33 [al-Ahzāb]: 4, 5, 6. 

يْ  ِٕ ۤـ ّٰ مُ ال كُ اجَ وَ َزْ لَ ا عَ ا جَ مَ وَ ه  ۚ فِ وْ يْ جَ نِ فِ يْ َ ب لْ نْ قَ لٍ م ِ جُ رَ لِ ّٰهُ  لَ الل عَ ا جَ مَ

مْ  كُ لِ مْۗ ذٰ كُ ءَ اۤ نَ َبْ مْ ا كُ ءَ اۤ َ ي عِ َدْ لَ ا عَ ا جَ مَ وَ مْ ۚ كُ تِ هٰ مَُّ نَّ ا هُ نْ نَ مِ وْ رُ هِ ظُٰ ت
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لُ  ُوْ ق ّٰهُ يَ الل وَ مْ ۗ كُ اهِ وَ فَْ ا مْ بِ ُكُ ل وْ لَ  قَ يْ ِ ب ى السَّ دِ هْ وَ يَ هُ قَّ وَ حَ مْ  ١الْ هُ وْ عُ ُدْ ا

مْ فِى  ُكُ ان وَ خْ اِ مْ فَ هُ ءَ اۤ بَ ا اٰ وْْٓ مُ َ ل َعْ مْ ت َّ نْ ل اِ فَ هِ ۚ  ّٰ الل دَ  نْ طُ عِ سَ َقْ وَ ا مْ هُ هِ ىِٕ اۤ بَ لَِٰ

ا  نْ مَّ كِ لٰ ه  وَ ُمْ بِ ْت أ طَ َخْ ْٓ ا ا مَ يْ اح  فِ نَ مْ جُ كُ يْ َ ل سَ عَ يْ َ ل وَ ۗ مْ  كُ يْ الِ وَ مَ نِ وَ يْ الد ِ

 َ ا ت مً يْ حِ ا رَّ رً ُوْ ف ّٰهُ غَ انَ الل كَ وَ مْ ۗ ُكُ ب ُوْ ل ُ دَتْ ق مَّ ى  ٥عَ لٰ َوْ بِي  ا َّ َلن ا

امِ  حَ رْ َ ُوا الَْ وُل ا وَ مْ ۗ هُُ ت هٰ مَُّ ْٓ ا هٗ اجُ وَ َزْ ا مْ وَ هِ ُسِ ف َنْ نْ ا نَ مِ يْ ِ ن مِ ؤْ مُ الْ بِ

يْ  رِ جِ هٰ مُ الْ نَ وَ يْ ِ ن مِ ؤْ مُ نَ الْ ّٰهِ مِ بِ الل تٰ يْ كِ ضٍ فِ عْ بَ ى بِ لٰ َوْ مْ ا هُ  نَ بَعْضُ

بِ  تٰ كِ كَ فِى الْ لِ انَ ذٰ ا ۗ كَ فً وْ رُ عْ مْ مَّ كُ ىِٕ اۤ يَ لِ َوْ ى ا
ْٓ لٰ ِ ا ا وْْٓ ُ ل عَ َفْ َنْ ت ْٓ ا اِلََّ

ا  رً وْ طُ سْ  ١مَ

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan 

istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di 

mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang 

benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. 

Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah 

mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa 

atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi itu lebih utama bagi orang-

orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. 

Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (saling 

mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang 

Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu 

(seagama). Demikian itu telah tertulis dalam Kitab (Allah). (Q.S. 33 [al-Ahzāb]: 4, 5, 

6.)50 

10) Q.S. 33 [al-Ahzāb]: 40. 

َمَ  ات خَ ّٰهِ وَ لَ الل وْ سُ نْ رَّ كِ لٰ مْ وَ كُ الِ جَ نْ ر ِ دٍ م ِ َحَ ْٓ ا ا َبَ د  ا مَّ حَ انَ مُ ا كَ مَ

ا  مً يْ لِ ءٍ عَ يْ ِ شَ ل  كُ ُ بِ ّٰه انَ الل كَ نَۗ وَ ي   ِ ب َّ  ١١الن

“Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah 

utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 33 

[al-Ahzāb]: 40.)51 

Berdasarkan dasar-dasar hukum di atas, formulasi bagian kewarisan Islam dalam 

al-Qur’an secara umum djelaskan dalam Q.S. al-Nisā’: 11, 12, dan 176, yakni 

sebagai berikut:52 

1) Cara pembagian harta warisan antara laki-laki dengan perempuan adalah 

berbanding 2:1 (Permulaan Q.S. al-Nisā’: 11). 

2) Anak perempuan yang berjumlah bagian dua pertiga dan jika ia hanya seorang 

pewaris seorang saja akan mendapatkan bagian seperdua (Q.S. al-Nisā’: 11). 

3) Ayah dan ibu mendapat seperenam bgian jika pewaris memiliki anak. Jika pewaris 

tidak memiliki anak, maka bagian ibu menjadi sepertiga kecuali jika pewaris 
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walaupun tidak mempunyai anak tetap mempunyai saudara-saudara, maka ibu 

tetap mendapatkan seperenam (Q.S. al-Nisā’: 11). 

4)  Harta warisan adalah bagian harta sisa setelah harta peninggalan pewaris 

dbayarkan untuk wasiat dan segala hutangnya jika mempunyai hutang (Q.S. al-

Nisā’: 11). 

5) Suami memperoleh seperdua dari istrinya yang meninggal dunia (pewaris) jika 

mereka tidak memiliki anak, dan jika mereka meiliki anak maka bagian suami 

menjadi seperempat (Q.S. al-Nisā’: 12). 

6) Istri memperoleh seperempat dari suaminya yang meninggal dunia jika tidak 

memiliki anak, tetapi jika memiliki anak maka ia memperoleh bagian seperdelapan 

(Q.S. al-Nisā’: 12). 

7) Ahli waris, apabila hanya ada seorang saudara laki-laki atau perempuan saja tanpa 

adanya ayah dan anak dari pewaris, maka masing-masing mendapatkan seperenam 

bagian dan jika lebih dari saru orang atau kolektif, mereka mendapatkan bagian 

sepertiga (Q.S. al-Nisā’: 12). 

8) Pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, tetapi mempunyai 

saudara perempuan, maka bagi saudara perempuan tersebut memperoleh bagian 

seperdua. Apabila mereka dua orang makan akan memperoleh dua pertiga. Terkni 

ini terjadi juga jika pewaris meninggalkan saudara laki-laki, maka ia akan 

memperoleh bagian dari harta peninggalan saudaranya, jika mereka berjumlah 

lebih dari satu, maka bagian kolektifnya dengan perbandingan satu banding satu 

untuk laki-laki dan perempuan (Q.S. al-Nisā’: 176). 

Pola pembagian yang tersebut di atas merupakan pola pembagian yang disebutkan 

langsung dalam al-Qur’an yang menjadi pedoman dasar dalam perkembangan hukum 

waris dari masa ke masa yang dalam perjalanan selanjutnya mengalami perkembangan 

sesuai dengan kebutuhan umat Islam yang terus berkembang seiringan dengan 

perubahan zaman. 

b. Al-Sunnah 

1) Ḥadīṡ riwayat Muttafaq ‘alaih atau diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. 

يَ  قِ ا بَ مَ ا فَ هَ لِ هَْ أ ائِضَ بِ رَ فَ ُوا الْ ق حِ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألْ

لٍ  جُ لَى رَ وَْ لِِ .) متفق عليه ( فَ رٍ  ذَكَ

“Rasulullah SAW bersabda : “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang 

yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat 

kekerabatannya)”. (HR. al-Bukhari-Muslim).53 
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2) Ḥadīṡ riwayat al-Bukhari dan Muslim 

. )رواه البخارى ومسلم( مَ لِ سْ مُ رُ الْ افِ كَ لََ الْ رَ وَ افِ كَ مُ الْ لِ سْ مُ ثُ الْ رِ  لََ يَ

“Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi 

orang Islam”. (HR. al-Bukhari-Muslim).54 

3) Ḥadīṡ riwayat Hudzail ibn Syurahbil 

بْنِ الس دسُُ ،  قَضَى النَّبَي  صَلَّى الل هُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : لِلْبِنْتِ النَّصْفُ ، وَلَِبْنَةِ الِْْ

 تكَْمِلَةَ الث لثُيَْنِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِِخُْتِ )رَوَاهُ الْبخَُارِى(
“Rasulullah SAW memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis 

laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara 

perempuan.” (Riwayat al-Bukhari).55 

c. Ijtihad Ulama 

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus 

pembagian warisa, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya, terhadap masalah radd 

atau ‘aul, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil ijtihad 

masing-masing sahabat, tabi’in, atau ulama.56 Ijtihad para sahabat, imam-imam 

madzhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peran yang tidak kecil sumbangannya 

terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh naṣ-naṣ 

ṣariḥ. Misalnya: Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Hal ini 

tidak dijelaskan dalam al-Qurʻan, yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama 

ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat 

apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah kalalah mereka mendapat bagian. 

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam madzhab yang mengutip 

pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara 

muqasamah dengan kakek. 57 

5. Asas-Asas Kewarisan 

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan 

oleh Rasulullah, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang akan 

memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Berikut adalah 

beberapa asas dari hukum kewarisan Islam: 

a. Asas Ijbari 

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang 

masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau 

kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini yang disebut secara ijbari. Kata 
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ibari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di 

luar kehendak sendiri. 

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa 

peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan 

sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau 

permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut 

terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada 

dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Adanya asas ijbari dalam hukum kewarisan 

Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah 

harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih. 58 

b. Asas Bilateral 

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak 

kewarisan dan kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-

laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas ini secara nyata dapat dilihat 

dari Firman Allah dalam surat al-Nisā’  ayat 7, 11, 12, dan 176. Di dalam ayat 7 

dijelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan 

juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan mendapat warisan dari kedua 

pihak orang tuanya. Ayat ini merupakan dasar dari kewarisan  bilateral itu. Secara 

terperinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya.59 

c. Asas Individual 

Asas kewarisan secara individual, artinya bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi 

untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya 

secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan 

dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut 

dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. 

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-Qurʼanyang 

menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surat al-Nisā’  secara garis besar 

menjelaskan bagian laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang 

tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah 

ditentukan.60 

d. Asas Keadilan Berimbang 

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan dapat diartikan bahwa 

keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh 
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dengan keperluan dan kegunaan. Secara dasar dapat dikatakan bahwa faktor perbedaan 

kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, sebagaimana laki-laki, 

perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.61 

Tentang jumlah bagian yang didapat laki-laki dan perempuan yang dalam bentuk 

laki-laki memperoleh bagian lebih banyak dua kali lipat dari yang didapat oleh 

perempuan, ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh memang terdapat 

ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam 

pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak 

waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. 

Umur juga tidak menjadi faktor  yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi 

kebutuhan sesaat, yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah 

penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dan orang yang telah dewasa tidaklah 

adil, karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Bila 

dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil 

dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya 

ialah kedua pihak akan mendapatkan manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. 

Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan 

keadilan yang merata.62 

e. Asas Semata Akibat Kematian 

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-

mata disebabkan adanya kewarisan. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat 

beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak mengatur 

hartanya, hak tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya semasa ia masih hidup, 

dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia.63 

6. Rukun Dan Syarat Waris 

a. Rukun Waris 

Warisan mempunyai tiga rukun, yaitu:64 

1) Orang yang mewariskan (muwarrits), yakni orang mati yang meninggalkan harta 

atau hak. Baik matinya adalah mati haqiqi maupun mati hukmy. Menurut Kompilasi 

Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 
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dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan ahli 

waris dan harta peninggalan.65 

2) Orang yang mewarisi (warits). Yakni, orang yang berhak mendapatkan warisan 

karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar 

mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang 

lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi. Menurut Kompilasi 

Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.66 

3) Yang diwarisi (al-Mauruts). Yakni, harta peninggalan. Al-Mauruts dinamakan juga 

miraats atau irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau 

hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qishash, hak menahan barang yang 

dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena 

terpenuhinya pembayaran hutang. Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan 

adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan 

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan 

jenazah (tajhiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.67 

b. Syarat Waris 

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal. Yakni:68 

1) Matinya orang yang mewariskan. 

Syarat yang harus dipenuhi berkenaan dengan pewaris ini adalah telah jelas 

matinya. Hal ini memenuhi prinsip kewarisan akibat kematian, yang berarti bahwa 

harta pewaris beralih kepada ahli warisnya setelah kematiannya.69 Kematian orang 

yang mewariskan harus bisa dibuktikan, baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri 

dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati. 

Mati hakiki adalah tidak adanya kehidupan, ada kalanya dengan melihat, seperti 

seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan 

suatu bukti. 

Mati hukmi, yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi 

dengan adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau berkeyakinan 

bahwa orang yang diputusi mati masih hidup. 

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, 

dalam perkiraan (taqdiri). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari si ibu. 

                                                           
65 Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam. 
66 Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. 
67 Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam. 
68 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu, (Surya-Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), juz. 8, 349. 
69 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet. 4, 214. 
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Gambarannya, seseorang memukul perempuan yang hamil, kemudian dia 

melahirkan janin dalam keadaan mati. 

2) Hidupnya orang yang mewarisi. 

Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus 

terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan 

orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri). 

Hidup hakiki adalah hidup yang stabil, tetap (maksudnya dalam keadaan 

bernyawa dan disaksikan oleh orang lain) pada orang yang disaksikan setelah 

matinya orang yang mewarisi. Sementara taqdiri adalah hidup yang tetap karena 

diperkirakan. Seperti kasus janin ketika orang yang mewariskan meninggal. Jika 

janin terpisah dengan keadaan hidup yang tetap pada saat dimana ketika orang yang 

mewariskan mati, janin itu ada -meskipun pada saat itu dia baru berupa segumpal 

daging atau segumpal darah- maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. 

Kewujudan hidupnya diperkirakan karena dia lahir dalam keadaan hidup. 

3) Mengetahui arah warisan. 

Ketiadaan halangan, yaitu tiadanya halangan warisan, bukanlah syarat warisan. 

Namun harus diketahui arah yang menyebabkan kewarisan. Yakni hendaklah 

diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, 

karena arah suami istri, atau karena arah al-wala’. Hal ini karena adanya perbedaan 

hukum dalam masalah-masalah tersebut. 

7. Penyebab Dan Penghalang Saling Mewarisi 

a. Penyebab Saling Mewarisi 

Berikut adalah tiga hal yang menjadi sebab seseorang saling mewarisi: 

1) Al-Qarabah.70 

Al-Qarabah atau pertalian darah disini mengalami pembaruan, yaitu semua ahli 

waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak 

untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang 

masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang 

sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat 

dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan al-Qurʼandan al-

Sunnah. Karena itu, dapat dinyatakan bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam 

hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya, 

penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. 
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Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, 

dijelaskan dalam Firman Allah: 

ب   صِيْ ءِ نَ اۤ سَ ِ لن  لِ نََۖ وَ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ ا ت مَّ ب  م ِ صِيْ الِ نَ جَ لر ِ لِ

ا  بً يْ صِ ُرَ ۗ نَ ث َوْ كَ هُ ا نْ ا قَلَّ مِ مَّ نَ مِ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ ا ت مَّ م ِ

ا  وْضً رُ فْ  ٧مَّ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan 

bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. 4 

[al-Nisā’]: 7.)71 

نَ  يْ ذِ َّ ال مْۗ  وَ كُ نْ كَ مِ ىِٕ
ۤ
لٰ وُ ا مْ فَ كُ عَ ا مَ ُوْ د اهَ جَ ا وَ وْ رُ اجَ هَ ُ وَ د عْ  بَ

نْْۢ ا مِ وْ ُ ن مَ اٰ

 ِ ل  كُ ّٰهَ بِ اِنَّ الل ّٰهِ ۗ بِ الل تٰ يْ كِ ضٍ فِ عْ بَ ى بِ لٰ َوْ مْ ا هُ ضُ امِ بَعْ حَ رْ َ ُوا الَْ وُل ا وَ

م  ࣖ  يْ لِ ءٍ عَ يْ  ٧٥شَ

“Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka 

itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 

sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 8 [al-Anfāl]: 75.)72 

2) Al-Mushaharah (Hubungan Perkawinan). 

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik 

menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan 

adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk 

mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui Akta 

Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. 

Dianggap masih termasuk dalam ikatan perkawinan adalah apabila istri yang 

dicerai raj’i oleh suaminya, selama berada dalam masa tunggu (ʻiddah). Alasannya, 

wanita yang berada dalam masa tunggu (ʻiddah raj’i) suaminyalah yang hanya 

berhak merujuknya, karena itu statusnya dianggap masih terikat dengan perkawinan 

suamiya. Misalnya, seorang suami mencerai istrinya yang masih normāl 

menstruasinya, sebulan kemudian ia meninggal dunia, maka istrinya tersebut tetap 

berhak menerima bagian warisan. 73 

Dasar hukum hubungan perkawinan sebagai sebab saling mewarisi adalah 

Firman Allah: 

نْ  كُ مْ يَ َّ نْ ل مْ اِ كُ اجُ وَ َزْ كَ ا َرَ ا ت مْ نِصْفُ مَ كُ َ ل نَّ وَ هُ َ انَ ل نْ كَ اِ د  ۚ فَ َ ل نَّ وَ َّهُ ل

نٍ ۗ  يْ َ َوْ د ْٓ ا ا هَ ِ نَ ب يْ صِ وْ ةٍ ي  َّ ي صِ دِ وَ عْ نْْۢ بَ نَ مِ كْ َرَ ا ت مَّ ُعُ مِ ب مُ الر  كُ َ ل د  فَ لَ وَ

د   َ ل مْ وَ كُ َ انَ ل نْ كَ اِ د  ۚ فَ لَ مْ وَ َّكُ نْ ل كُ مْ يَ َّ نْ ل ُمْ اِ ت كْ َرَ ا ت مَّ عُ مِ ُ ب نَّ الر  هُ َ ل وَ

نُ  نَّ الث مُ هُ لَ نْ  فَ اِ نٍ ۗ وَ يْ َ َوْ د ْٓ ا ا هَ ِ نَ ب وْ صُ وُْ ةٍ ت يَّ صِ دِ وَ عْ نْْۢ بَ ُمْ م ِ ت كْ َرَ ا ت مَّ مِ
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دٍ  احِ ِ وَ ل  كُ لِ ت  فَ خُْ َوْ ا َخ  ا ْٓ ا هٗ َ ل َة  وَّ ا رَ َوِ امْ ةً ا لَ لٰ ثُ كَ رَ ل  ي وْ جُ انَ رَ كَ

ءُ فِى ا اۤ كَ رَ مْ شُ هُ كَ فَ لِ نْ ذٰ َرَ مِ ث َكْ ا ا وْْٓ ُ ان نْ كَ اِ ُسُۚ فَ د ا الس  مَ هُ نْ ِ نْْۢ م  ُثِ مِ  لث ل

 ۗ ّٰهِ  نَ الل ةً م ِ يَّ صِ ر ٍ ۚ وَ اۤ ضَ رَ مُ يْ نٍٍۙ غَ يْ َ َوْ د ْٓ ا ا هَ ِ ةٍ ي وْصٰى ب يَّ صِ دِ وَ عْ بَ

م ۗ  يْ لِ م  حَ يْ لِ ّٰهُ عَ الل  ١١وَ

“Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka 

tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat 

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat 

atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu 

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para 

istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu 

buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun 

perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai 

seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-

saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga 

itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan 

tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 12.)74 

3) Al-Wala’ (Memerdekakan Budak). 

Al-Wala’ adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba 

sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Jika yang memerdekakan budak 

itu laki-laki disebut mu’tiq dan jika perempuan disebut mu’tiqah. Bagiannya 1/6 dari 

harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena 

dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi 

keberadaannya. Karena itu, sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi 

Hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama, karena hubungan darah, dan kedua,  

karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).75  

b. Penghalang Saling Mewarisi 

Al-Maani’ (bentuk tunggal dari al-Mawaani’) menurut bahasa adalah penghalang. 

Sedangkan menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan 

suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab 

ketiadaan itu. Al-Maani’ yang dimaksud disini adalah penghalang mewarisi bukan 

mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang seperti perbedaan agama, bisa menjadi 

penghalang dua hal semuanya, yakni warisan dan pewarisan.76 

Para fuqaha menyepakati tiga penghalang warisan, yakni budak, membunuh, dan 

perbedaan agama. 

1) Perbudakan (Ar-Riq). 
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Ar-Riq menurut bahasa berarti pengabdian, sedang menurut istilah adalah 

ketidakmampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Budak dinyatakan 

menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap 

hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah menunjukkan: 

ا  َّ ن هُ مِ نٰ قْ زَ نْ رَّ مَ ءٍ وَّ يْ ى شَ لٰ رُ عَ دِ قْ َ ا لََّ ي كً ُوْ ل مْ ًا مَّ د بْ َلًا عَ ث ّٰهُ مَ بَ الل ضَرَ

ّٰهِ ۗ ل ُ لِ د مْ حَ َلْ ۚ ا نَ  َوٗ ت سْ لْ يَ اۗ هَ رً هْ جَ ا وَّ رًّ هُ سِ نْ قُ مِ فِ نْ ُ وَ ي هُ ا فَ نً سَ ا حَ قً زْ رِ

بَ  نَ َۗ وْ مُ َ ل عْ مْ لََ يَ هُ َرُ ث َكْ  ٧٥لْ ا

“Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, 

yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dengan seorang yang Kami anugerahi rezeki yang baik 

dari Kami. Lalu, dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan 

secara terang-terangan. Apakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S. 16 [al-Naḥl]: 75).77 

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memah pernah ada, bahkan boleh jadi secara 

de facto realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara de 

jure eksistensi mereka dianggap tidak ada. Kompilasi tidak membicarakan masalah 

ini, tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai 

hukum yang ada di Indonesia.78  

2) Pembunuhan. 

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan dari 

orang yang dibunuhnya. Hal ini didasarkan kepada ḥadīṡ Nabi yang artinya: 

“Pembunuh tidak boleh mewarisi”, karena pembunuhan itu mencabut hak seseorang 

atas warisan.79 Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan, 

sebab dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang 

dilarang.80 

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia 

terhalang hukumnya untuk mewarisi. Kompilasi Hukum Islam merumuskannya 

dalam Pasal 173 yang berbunyi: 

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang 

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 

a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau 

menganiaya berat pada pewaris. 

b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 

pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 

5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”. 

Rumusan tersebut cukup lengkap dan dapat merangkum kategori atau 

klasifikasi pembunuhan dalam terminologi fiqih seperti pembunuhan sengaja (al-
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‘amd) atau menyerupai sengaja (syibh al-‘amd). Adapun huruf b merupakan hasil 

pembaruan hukum, yang apabila dilacak dasar-dasarnya karena membunuh adalah 

perbuatan yang risikonya lebih berat daripada membunuh (Q.S. 2 [al-Bāqarah]: 

191).81 

Pembunuhan sebagai penghalang saling mewarisi didasarkan pada riwayat dari 

Ibn Abbas r.a. dalam bukunya Drs. A. Assad Yunus yang berjudul Pokok-Pokok 

Hukum Kewarisan Islam (Faraidh):82 

هُ  ِنَّ إ لاً فَ يْ ِ ت َلَ قَ َت نْ قـ مَ : مَ َّ ل سَ هِ وَ يْ َ ل لَّى االلهُ عَ لُ االلهِ صَ وْ سُ الَ رَ قَ

 ُ ه دَ لَ وَ َوْ ا هُ  دَ الِ وَ هُ  انَ لَ نْ كَ إِ هُ وَ رُ ْ يـ ارِث  غَ هُ وَ نْ لَ كُ نْ لمَّ يَ إِ وَ ُهُ  ث رِ يَ لََ

قَ  سَ لِ يْ َلَ يـْرَث . )رواه أحمد(فـ لٍ مِ  اتِ

“Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa membunuh korban, maka ia tidak 

dapat mewarisinya sekalipun orang yang terbunuh itu tidak mempunyai ahli 

waris selain dirinya, da apabila si terbunuh itu orang tuanya atau anaknya, 

maka si pembunuh itu tidak berhak menerima harta warisan”. (HR. Ahmad) 

3) Perbedaan agama. 

Perbedaan agama antara muwarrits dan orang yang mewarisi karena Islam dan 

lainnya menghalangi warisan sebagaimana kesepakatan ulama madzhab empat. 

Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, orang kafir tidak bisa mewarisi orang 

muslim, baik disebabkan kekerabatan atau hubungan suami istri, karena sabda Nabi 

Muhammad saw.:83 

. ) متفق عليه ( مَ لِ سْ مُ رُ الْ افِ كَ لََ الْ رَ وَ افِ كَ مُ الْ لِ سْ مُ ثُ الْ رِ  لََ يَ

Nabi SAW bersabda: “Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan 

orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam”. (HR Bukhari-Muslim). 

لُ  َهْ ثُ أ ارَ َوَ ت َ لُ اللهِ )ص(، لََ ي وْ سُ الَ رَ الَ : قَ رَ قَ مَ نِ عُ نِ ابْ عَ

. ) رواه أحمد ( نِ َيْ ت َّ ل  مِ

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda :”Tidak waris 

mewarisi orang-orang dari dua agama”. (HR. Ahmad).  

Isi kedua ḥadīṡ tersebut dikuatkan oleh Firman Allah dalam surat al-Nisā’ ayat 

141: 

ّٰهِ  نَ الل تْح  م ِ مْ فَ كُ َ انَ ل نْ كَ اِ مْۗ فَ كُ نَ بِ وْ بَّصُ َرَ ت َ نَ ي يْ ذِ َّ َلَ ال ا ا وْْٓ ُ ال نْ قَ كُ مْ نَ

مْ  كُ يْ َ ل ذْ عَ وِ َحْ ت سْ مْ نَ َلَ ا ا وْْٓ ُ ال ب  قَ صِيْ نَ نَ يْ رِ فِ كٰ لْ انَ لِ نْ كَ اِ مْ َۖ وَ كُ عَ مَّ

نْ  َ ل ةِ ۗ وَ مَ يٰ قِ مَ الْ وْ مْ يَ كُ نَ يْ مُ بَ كُ حْ هُ يَ ّٰ الل نَ ۗ فَ يْ ِ ن مِ ؤْ مُ نَ الْ مْ م ِ كُ عْ نَ مْ َ ن وَ

ؤْ  مُ لَى الْ نَ عَ يْ رِ فِ كٰ لْ ُ لِ ّٰه لَ الل عَ َّجْ لًا ࣖ ي يْ ِ ب نَ سَ يْ ِ ن  ١١١مِ
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“(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan 

terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, 

“Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat 

bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu 

dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di 

antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 

kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 141).84 

Selain ḥadīṡ dan ayat di atas, Nabi saw. mempraktekkan, bahwa perbedaan 

agama menyebabkan antara mereka tidak saling mewarisi. Pada saat Abu Thalib, 

paman kesayangan beliau, meninggal dunia. Abu Thalib meninggal belum masuk 

Islam, dan meninggalkan empat orang anak, ‘Uqail dan Thalib yang belum Islam, 

dan Ali serta Ja’far yang telah masuk Islam. Oleh Rasulullah saw. harta warisan 

diberikan hanya kepada ‘Uqail dan Thalib. Sementara Ali dan Ja’far tidak diberi 

bagian warisan. 

Kompilasi Hukum Islam tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama 

antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. KHI hanya 

menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris 

(Pasal 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi ahli waris beragama Islam, Pasal 172 

menyatakan: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu 

identitas atau pengakuan atau amālan atau kesaksian, sedang bagi bayi yang baru 

lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau 

lingkungannya”.85  

8. Macam-Macam Ahli Waris 

Ahli waris ada dua macam, yakni pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang 

hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris 

sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu sebab 

pernikahan dan memerdekakan budak. 

a. Ahli waris nasabiyah 

Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang mendapatkan harta warisan disebabkan 

karena nasab atau keturunan.86 Jika para ahli waris perempuan dan laki-laki semua masih 

hidup jumlahnya ada 21 orang. 13 orang ahli waris laki-laki dan 8 orang ahli waris 

perempuan. Jika ahli waris laki-laki semuanya ada, maka urut-urutannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Anak laki-laki 

2) Cucu laki-laki garis laki-laki 

3) Ayah 
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4) Kakek dari garis bapak 

5) Saudara laki-laki sekandung 

6) Saudara laki-laki seayah 

7) Saudara laki-laki seibu 

8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung 

9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

10) Paman kandung 

11) Paman seayah 

12) Anak laki-laki paman kandung 

13) Anak laki-laki paman seayah. 87 

Sedangkan jika ahli waris perempuan semuanya ada, urutannya adalah sebagai 

berikut: 

1) Anak perempuan 

2) Cucu perempuan garis laki-laki 

3) Ibu 

4) Nenek dari garis ayah 

5) Nenek dari garis ibu 

6) Saudara perempuan sekandung 

7) Saudara perempuan  seayah 

8) Saudara perempuan  seibu. 88 

Apabila seluruh ahli waris yang berjumlah 25 orang (laki-laki dan perempuan) 

semua ada, maka hanya 5 orang saja yang berhak mendapat bagian, mereka yaitu: 

1) Suami atau Istri 

2) Anak laki-laki 

3) Anak perempuan 

4) Ayah, dan 

5) Ibu. 

Bagian warisan ahli waris nasabiyah dapat dibedakan berdasarkan bentuk 

penerimaannya menjadi dua, yakni: 

1) Aṣḥab al-furuḍ al-muqaddarah, yaitu ahli waris yang menerima bagian tertentu 

yang telah ditentukan dalam al-Qurʻan. Mereka ini umumnya adalah ahli waris 

perempuan. Besarnya bagian tertentu yang dijelaskan dalam al-Qurʼan adalah mulai 
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dari ½ (al- niṣf), 1/3 (al-ṡuluṡ), ¼ (al-rubu’), 1/6 (al-sudus), 1/8 (at-ṡumun), dan 2/3 

(al-ṡuluṡain). Bagian warisan tersebut akan dikemukakan di bawah ini:89 

a) Anak perempuan, menerima bagian: 

− ½ bila hanya seorang 

− 2/3 bila dua orang atau lebih 

− Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh 

bagian anak laki-laki. 

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā’  [4]: 11 serta dinyatakan dalam 

Pasal 176 KHI. 

b) Ayah, menerima bagian: 

− Sisa, bila tidak ada far’u waris (anak atau cucu) 

− 1/6 bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan). 

− 1/6 tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja. 

− 2/3 sisa dalam masalah gharawain (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, 

ibu, dan ayah). 

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā’  [4]: 11 serta dinyatakan dalam 

Pasal 177 KHI. 

c) Ibu, menerima bagian: 

− 1/6 bila ada anak atau dua orang saudara lebih. 

− 1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu 

orang saudara saja. 

− 1/3 sisa dalam masalah gharawain. 

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā’  [4]: 11 serta dinyatakan dalam 

Pasal 178 KHI. 

d) Saudara perempuan seibu, menerima bagian: 

− 1/6 bila satu orang, tidak bersama anak dan ayah. 

− 1/3 bila dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah. 

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā’  [4]: 12 serta dinyatakan dalam 

Pasal 181 KHI. 

e) Saudara perempuan sekandung, menerima bagian: 

− ½ bila satu orang, tidak ada anak dan ayah. 

− 2/3 bila dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah. 

− Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia 

mendapatkan separuh bagian saudara laki-laki (‘aṣabah bi al-gair). 
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− Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (‘aṣabah maʻa 

al-gair). 

f) Saudara perempuan seayah, menerima bagian: 

− ½ bila satu orang, tidak ada anak dan ayah. 

− 2/3 bila dua orang atau lebih, tidak ada anak dan ayah. 

− Sisa, bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari 

bagian saudara laki-laki seayah. 

− 1/6 bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap 2/3 

(al-ṡuluṡain) 

− Sisa (‘aṣabah maʻa al-gair), karena ada anak atau cucu perempuan garis 

laki-laki. 

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā’  [4]: 176. 

g) Kakek dari garis ayah, menerima bagian: 

− 1/6 bila bersama anak atau cucu. 

− Sisa, bila tidak ada anak atau cucu. 

− 1/6 tambah sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan. 

− 1/3 (muqassamah) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung 

atau seayah. 

− 1/6 atau 13 sisa atau muqassamah sisa bersama saudara-saudara 

sekandung/seayah dan ahli waris lain. 

h) Nenek, menerima bagian: 

− 1/6 baik seorang atau lebih. 

i) Cucu perempuan garis laki-laki, menerima bagian: 

− ½ bila satu orang. 

− 2/3 jika dua orang atau lebih. 

− 1/6 bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna 2/3) 

− Sisa (‘aṣabah bi al-gair) bersama cucu laki-laki garis laki-laki. 

2) Aṣḥab al-ʻuṣubah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh 

aṣḥab al-furuḍ al-muqaddarah. Mereka ini umumnya adalah ahli waris laki-laki. 

Prinsip penerimaan ini berdasarkan kedekatan kekerabatannya. Mana yang paling 

dekat kekerabatannya, maka dia yang berhak menerima bagian sisa setelah diambil 

ahli waris aṣḥab al-furuḍ lainnya. Bagian sisa ada tiga kategori, yakni:90 

a) ‘Aṣabah bi al-nafs, yaitu bagian sisa yang diterima karena status dirinya 

sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, atau saudara laki-

laki sekandung. 
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b) ‘Aṣabah bi al-gair, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena 

bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Adapun ahli waris 

yang menerima bagian ini adalah sebagai berikut: 

− Anak perempuan bersama anak laki-laki. 

− Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu laki-laki garis laki-laki. 

− Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung. 

− Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. 

c) ‘Aṣabah maʻa al-gair, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena 

bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa, tetapi aṣḥab 

al-furuḍ. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini adalah: saudara 

perempuan sekandung (satu atau lebih), ketika bersama-sama anak atau cucu 

perempuan, dan saudara perempuan seayah (satu atau lebih) ketika bersama-

sama anak atau cucu perempuan. 

b. Ahli waris sababiyah 

Ahli waris sababiyah semuanya menerima bagian furuḍ al-muqaddarah, mereka 

adalah:91 

1) Suami, menerima bagian: 

− ½ bila tidak ada anak atau cucu 

− ¼ bila ada anak atau cucu 

2) Istri, menerima bagian: 

− ¼ bila tidak ada anak atau cucu. 

− 1/8 bila ada anak atau cucu. 

Ketentuan ini bisa dilihat dalam Q.S. al-Nisā’  [4]: 12 serta dinyatakan dalam Pasal 

179 dan Pasal 180 KHI. 

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, 

ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Ahli waris aṣḥab al-furuḍ, yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian-bagiannya, 

seperti ½, 1/3. Dan lain-lain. 

b. Ahli waris aṣḥab al-‘ʻuṣubah, yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah 

menerima sisa setelah diberikan kepada aṣḥab al-furuḍ, seperti anak laki-laki, ayah, 

paman, dan lain sebagainya. Ada juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu 

(aṣḥab al-furuḍ) juga menerima bagian sisa, seperti ayah. Dalam KHI, kelompok-

kelompok ahli waris terdiri dari: 

1) Hubungan darah: 

a) Menurut hubungan darah: 
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− Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, 

paman, dan kakek. 

− Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara 

perempuan, dan nenek. 

b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. 

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, 

ayah, ibu, janda atau duda. (Pasal 174 KHI). 

c. Ahli waris dzawi al-arḥam, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah 

dengan si pewaris, namun karena dalam ketentuan naṣ tidak diberi bagian maka mereka 

tidak berhak menerima bagian. Dilihat dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan 

yang menyebabkan yang dekat menghalangi yang jauh, ahli waris dapat dibedakan 

menjadi 2, yakni: 

1) Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi 

hak waris ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-laki menjadi 

penghalang bagi saudara perempuan. 

2) Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan 

terhalang untuk mewarisi. 

Halangan mewarisi karena dekat jauhnya hubungan kekerabatan disini, bersifat 

temporer, artinya apabila ahli waris hajib tidak ada, maka ahli waris berikutnya dapat 

menerima warisan. Berbeda dengan penghalang mewarisi yang disebut dengan mawani 

al-irts (penghalang mewarisi yang bersifat permanen). 

Halangan (hijab) dapat berbentuk, pertama, menghalangi secara total (hijab 

hirman), seperti saudara perempuan sekandung, mestinya menerima bagian 1/2 , karena 

bersama dengan anak laki-laki yang berhak menerima bagian sisa (ʻaṣabah), maka 

saudara perempuan sekandung tidak dapat menerima bagian. Kedua, menghalangi 

sebagian. Contohnya ibu, sedianya menerima bagian 1/3 jika tidak bersama dengan anak 

atau saudara lebih dari dua orang. Apabila ibu bersama anak atau saudara lebih dari dua 

orang, maka bagian ibu berkurang menjadi 1/6 bagian. 

Jumlah keseluruhan ahli waris yang secara hukum berhak menerima warisan, baik 

ahli waris nasabiyah atau sababiyah, ada 17 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 7 

orang perempuan. Apabila dirinci seluruhnya ada 25 orang, 15 orang laki-laki dan 10 

orang perempuan. Agar lebih mudah dipahami, uraian selanjutnya digunakan jumlah ahli 

waris 25 orang.92 
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L. Ketentuan Ahli Waris Pengganti 

9. Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam 

Istilah penggantian tempat ahli waris atau ahli waris pengganti, secara harfiah terdiri dari 

kata waris dan kalimat pengganti. Kata-kata ahli waris adalah mereka yang berhak atas harta 

warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.93 Kemudian kata pengganti berasal dari kata ganti 

yang diberi awalan pe- yang berarti orang yang menggantikan pekerjaan, jabatan orang lain 

sebagai wakil.94 Dalam Kamus Hukum disebutkan penggantian tempat ahli waris atau ahli 

waris pengganti adalah pengganti dalam pembagian warisan bilamana ahli waris tersebut lebih 

dahulu meninggal daripada si pewaris, maka warisannya dapat diterima kepada anak-anak 

ahli waris yang meninggal.95  

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti menurut Sajuti Thalib adalah ahli 

waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya 

akan diperoleh dari orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima 

warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih 

dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia 

yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.96 

Apabila ayat-ayat al-Qurʻan dan ḥadīṡ dalam bidang kewarisan dikaji, akan terlihat 

bahwa kedudukan cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi 

tidak dirinci bagiannya atas warisan. Dalam al-Qurʻan, ahli waris yang bagiannya atas 

warisan dirinci dengan jelas ialah anak, orangtua (bapak dan ibu), saudara, janda, dan duda. 

Tiga ahli waris yang disebut pertama adalah ahli waris karena hubungan darah, sedangkan 

dua ahli waris yang disebutkan kemudian adalah ahli waris sebab perkawinan.97  

Karena baik dalam al-Qurʻan maupun ḥadīṡ tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, 

kakek, dan ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi, maka persoalan ini dicari jalan 

keluarnya melalui ijtihad. salah satu ijtihad untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad yang 

dilakukan oleh Zaid bin Tsabit, yakni sebagai berikut: 

مْ  هُ رُ ذَكَ ر  د  ذَكَ لَ مْ وَ هُ نَ ُوْ نْ د كُ مْ يَ لَ ذْ دِ اِ َ ل وَ ةِ الْ لَ زِ نْ مَ ِ اءِ ب نَ بَْ الْ دُ  لَ د  : وَ يْ الَ زَ قَ وَ

مْ  هِ رِ ذَكَ ا كَ مَ نَ كَ ُوْ ثب جُ حْ يَ ، وَ نَ وُْ ث رِ ا يَ مَ نَ كَ وُْ ث رِ مْ يَ َاهُ ث نُْ أ مْ كَ َاهُ ث نُْ أ ، وَ

نِ  بْ عَ الَِْ نِ مَ بْ ُ الَِْ د لَ ثُ وَ رِ لََ يَ نَ وَ ُوْ ب جُ حْ  يَ

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat 

dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak 
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laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab 

seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.98 

Saat itu, ijtihad Zaid bin Tsabit mendapat pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai 

dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat ijtihad tersebut dilakukan. Akan tetapi 

penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan ijtihad 

tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak 

menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan 

perempuan. Dalam alam pikiran patrilineal, cucu lewat garis keturunan perempuan hanya 

dipandang sebagai żul arḥam. 99 

Dari riwayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan 

perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu pun dengan syarat tidak 

ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan 

keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan 

yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan 

jalan berijtihad dalam rangka mencari kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. 

Pada saat itu, ijtihad Zaid Ibn Tsabit memang mendapat pembenaan, sebab sejalan dengan 

alam pikiran masyarakat arab.100 Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun 

keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan ijtihad tersebut lebih mengarah kepada pola 

pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan 

cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.  

Kaitannya dengan ahli waris, Hukum Kewarisan Islam mengelompokkan mereka dalam 

tiga golongan, yakni aṣḥab al-furuḍ, aṣḥab al-ʻuṣubah, dan dzawi al-arḥam. Berdasarkan dari 

penggolongan tersebut, dapat dipahami bahwa ada diantaranya ahli waris yang dengan 

kedudukan tertentu dan bagian yang sudah diatur dalam al-Qur’an, yakni anak, ayah, ibu, 

suami, istri, dan saudara dapat mewaris kepada si pewaris karena hubungan sendiri dan bukan 

karena menempati kedudukan ahli waris lainnya yang kemudian disebut sebagai ahli waris 

langsung.  

Selain ahli waris langsung, ada juga yang menjadi ahli waris dikarenakan menempati 

penghubung yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Mereka adalah cucu menempati 

kedudukan anak, kakek menempati kedudukan ayah, nenek menempati kedudukan ibu, anak 

saudara menempati kedudukan saudara, dan begitu seterusnya. Ahli waris kelompok ini, 

kedudukan dan bagian mereka memang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an, akan tetapi 

kedudukan mereka dan bagiannya ini dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris 
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angsung yang dijelaskan dalam al-Qur’an. Pengertian anak diperluas kepada cucu, pengetian 

ayah dan ibu diperluas kepada kakek dan nenek, pengertian saudara diperluas kepada anak 

saudara, dan seterusnya. Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, dapat disebut 

debagai ahli waris pengganti.101 

Menurut Syafi’iyyah dan ulama terdahulu, hak yang diterima oleh ahli waris pengganti 

bukanlah yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya, dalam arti mereka 

tidak sepenuhnya menggantikan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. 

Menurut ajaran kewarisan Sunni, dalam hal pergantian tempat cucu yang berhak mewaris 

hanyalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki pewaris, sedangkan cucu laki-

laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat mewaris. Sayuti Thalib 

mengartikan ajaran ini ke dalam garis hukum sebagai berikut:102 

a. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh 

anak laki-laki, cucu perempuan melalui anak laki-laki menerima warisan sebagaimana 

yang diterima anak perempuan, tidak sebagaimana yang diterima anak laki-laki yang 

menghubungkan kepada pewaris. 

b. Anak saudara menerima warisan sebagaimana anak saudara. Begitu juga paman dan anak 

paman, mereka menerima warisan sebagaiman hak dan kedudukannya sebagai ahli waris 

sendiri. 

Mengenai cucu, dalam keadaan apapun para ulama terdahulu menempatkannya sebagai 

cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya dan cucu yang dimaksu disini adalah khusus cucu 

laki-laki dan cucu perempuan melalui pancar laki-laki. Hak kewarisan cucu melalui pancar 

laki-laki ini termasuk ke dalam far’u waris, yaitu anak turun pewaris. Hak kewarisan far’u 

waris adakalanya dengan jalan fard ataupun ʻaṣabah.  

Cucu melalui anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan baru berhak tampil 

sebagai ahli waris jika sudah tidak ada aṣḥab al-furuḍ (orang yang berhak mewaris) atau 

ʻaṣabah sama sekali. Aṣḥab al-furuḍ yang mewarisi bersama-ama dengan dzawi al-arḥam itu 

salah seorang suami istri, maka salah seorang suami istri mengambil bagiannya lebih dahulu 

baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh di-radd-kan kepada 

salah seorang suami istri selama masih ada dzawi al-arḥam. Sebab me-radd-kan sisa lebih 

kepada salah seorang suami istri dikemudiankan daripada menerimakan kepada dzawi al-

arḥam.103 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya 

dengan ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud 
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disini ialah bahwa dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti 

hanyalah cucu yang melalui garis laki-laki, sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak 

menerima warisan karena ia adalah dzawi al-arḥam. Kemudian terbatas artinya bahwa cucu 

laki-laki dari anak laki-laki hany akan menerima warisannya jika pewaris tidak mempunyai 

anak laki-laki lain yang masih hidup, sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan 

jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup.104  

Menetapkan adanya hak kewarisan dzawi al-arḥam menurut sebagian ulama ini, yaitu 

dengan mencari dan menetapkan orang yang telah meninggal lebih dahulu yang 

menghubungkan dengan pewaris untuk ditempati kedudukannya. Misalnya A meninggalkan 

harta sejumlah 21 juta rupiah. Ahli warisnya adalah B (cucu perempuan dari pancar 

perempuan), dan C (cucu laki-laki dari pancar perempuan). Maka penyelesaiannya adalah B 

‘aṣabah bi al-gair mendapat 1/3 dari 21 juta rupiah, yakni 7 juta rupiah, kemudian C ‘aṣabah 

bi al-gair mendapat 2/3 dari 21 juta rupiah, yakni 12 juta rupiah, karena derajat keduanya 

sama yaitu menggantikan kedudukan orangtuanya yang meninggal terlebih dahulu dibanding 

A sebagai kakek mereka. Amir Syarifuddin menyebut cara yang dilakukan sebagian ulama 

ini hampir sama dengan cara pewarisan sistem pergantian menurut BW, yang disebut dengan 

kewarisan secara biijplaatsvervuling.105 

10. Ketentuan Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin 

Hazairin adalah seorang tokoh yang sangat memperhatikan perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam. Langkah nyata Hazairin dalam 

mewujudkan universalitas hukum Islam adalah menampilkan hukum waris Islam dalam 

struktur masyarakat bilateral. Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral Menurut 

Qur’an dan Ḥadīṡ, mengklasifikasikan ahli waris menjadi żu al-farāiḍ, żu al-qarabat, dan 

mawali. Żu al-farāiḍ dapat disamakan dengan żāwil furuḍ dalam konsep Syafi’i, sedangkan 

żu al-qarabat adalah sebutan lain ahli waris ̒ aṣabah. Kemudian mawali, dalam konsep hukum 

waris Islam selanjutnya biasa disebut ahli waris pengganti, sebuah konsep yang sebelumnya 

tidak dikenal dalam kewarisan menurut Syafi’i.106 

Menurut pendapat Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari 

al-Qurʻan maupun ḥadīṡ. Menggunakan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan 

fuqaha dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna mawali memiliki arti ahli waris 

pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar 

ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi 
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Agung, 1994), cet. I, 84. 
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terhadap makna mawali dalam al-Qurʼan yang semestinya diartikan ahli waris yang 

menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya. 107 

Hazairin menyatakan bahwa penggantian kedudukan sebenarnya sudah ada dalam al-

Qur’an, yang disebut mawali. Disebut dengan penggantian kedudukan karena orang yang 

digantikan sekiranya tidak meninggal terlebih dahulu, berhak mendapat bagian warisan. 

Bagian warisan inilah yang pada saatnya akan diterima oleh ahli waris pengganti. Dengan 

alasan inilah, maka dengan konsep mawali, mereka diberi hak untuk mendapat bagian sebesar 

yang sedianya diterima oleh ahli waris yang digantikan.  

Konsep Hazairin tentang ahli waris pengganti berasal dari penafsiran beliau terhadap kata 

mawali yang terdapat pada Q.S. al-Nisā’  [4] ayat 33.  

نِ وَ  دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ ا ت مَّ يَ مِ الِ وَ ا مَ نَ لْ عَ ٍ جَ ل  كُ لِ دَتْ وَ قَ نَ عَ يْ ذِ َّ ال نَ ۗ وَ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ

ا ࣖ  ً د يْ هِ ءٍ شَ يْ ِ شَ ل  ى كُ لٰ انَ عَ هَ كَ ّٰ مْ ۗ اِنَّ الل هُ بَ يْ صِ مْ نَ هُ وُْ ت اٰ مْ فَ ُكُ ان مَ َيْ  ٣٣ا

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang 

ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah 

bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah 

Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (Q.S. 4 [al-Nisā’]: 33.)108 

Beliau menafsirkan kata mawali sebagai ahli waris karena penggantian, yaitu orang-

orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan 

pewaris. Pendapat Hazairin tersebut berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama farā’id 

yang berpendapat bahwa istilah mawālī sebagaimana terdapat dalam QS. al-Nisa’ ayat 33 

berarti ahli waris.109 

Hazairin menerjemahkan ayat pada surat al-Nisā’  ayat 33 tersebut dengan: “Dan untuk 

setiap orang itu Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak 

dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan 

seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya.” Dimana tafsiran 

Hazairin terhdap ayat ini mengenai mawali dipahami sebagai ahli waris pengganti atau 

Plaatsvervulling dalam Burgerlijk Weetboek. Mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli 

waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurutnya ia uga 

termasuk dalam pengertian aqrobun. 

Untuk sampai pada terjemahan diatas, Hazairin mengganti lafal likullin dengan lifulānin, 

dan kata ja’alna diganti dengan ja’alallāhu, sehingga jika dizahirkan menjadi : 

دَتْ  قَ نَ عَ يْ ذِ َّ ال نَ ۗ وَ ُوْ ب رَ قْ َ الَْ نِ وَ دٰ الِ وَ كَ الْ َرَ ا ت مَّ يَ مِ الِ وَ ه مَ لَ الل  عَ نٍ جَ فُلَا لِ وَ

مْ  هُ بَ يْ صِ مْ نَ هُ وُْ ت اٰ مْ فَ ُكُ ان مَ َيْ  ا
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Terjemahan bebas teks ini menurut beliau adalah: “Allah mengadakan mawali untuk si 

fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta allażina ʻaqadat 

aimānukum), maka berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya.”110  

Ayat diatas menurut Hazairin adalah merupakan rahmat yang sebesar-besarnya bagi 

ummat manusia, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat 

disalurkan dari al-Qurʼanuntuk mendiri kan hak kewarisan bagi lain-lain aqrabun yang tidak 

tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam al-Qurʼanseperti paman dan bibi, kakek dan nenek, 

cucu dan piut dan seterusnya. 

 Mengenai masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya 

ketidak adilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi, yakni bahwa cucu 

perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta 

warisanya yang ditinggalkan kakeknya.111 

Hazairin menyimpulkan substansi mawali itu bukan anak atau saudara itu yang menjadi 

ahli waris tetapi mawalinya, sehingga anak atau saudara itu mesti telah meninggal dunia 

terlebih dahulu dari si pewaris, sebab jika anak atau saudara itu masih hidup, maka dia sendiri 

yang menjadi ahli warisnya. Yang dimaksud dengan mengadakan mawali untuk si fulan, 

menurut Hazairin ialah bahwa bagian si fulan yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, 

dari harta peninggalan itu dibagikan kepada mawalinya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi 

sebagai ahli waris ahli waris bagi ibunya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.112 

Untuk lebih rincinya, Hazairin telah menjelaskan tentang hubungan akrab antara 

seseorang dengan anaknya dan orang tuanya dengan kelompok keutamaan sebagai berikut ini: 

a. Kelompok keutamaan pertama 

1) Anak laki-laki dan anak perempuan atau sebagai żāwul farāiḍ ataupun sebagai żāwul 

qarabat beserta mawali bagi mendiang anak laki-laki dan anak perempuan. 

2) Orang tua (ayah atau ibu) sebagai żāwul farāiḍ; 

3) Janda atau duda (suami-istri) sebagai żāwul farāiḍ. 

b. Kelompok keutamaan kedua 

1) Saudara laki-laki atau perempuan atau sebagai żāwul farāiḍ atau sebagai żāwul 

qarabat beserta mawali bagi mendiang saudara laki-laki dan perempuan dalam hal 

kalalah; 

2) Ibu sebagai żāwul farāiḍ; 

3) Ayah sebagai żāwul qarabat dalam kalalah 

c. Kelompok keutamaan ketiga 
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1) Ibu sebagai żāwul farāiḍ; 

2) Ayah sebagai żāwul qarabat 

3) Janda atau duda (suami-istri sebagai żāwul farāiḍ) 

d. Kelompok keutamaan keempat 

1) Janda atau duda (suami-istri) sebagai żāwul farāiḍ; 

2) Mawali untuk ibu; 

3) Mawali untuk ayah.113 

Sebagai contoh dalam hal ini dapat kita lihat dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

  A B 

 

 

 

 C             D E F 

 

Keterangan: 

P = adalah pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. 

A = adalah anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. 

B = adalah anak perempuan yang telah meninggal lebih dulu dari pewaris. 

C dan D = adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki (A). 

E dan F = adalah cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan (B). 

Menurut Hazairin, C, D, E dan F adalah ahli waris pengganti dari orang tua mereka yang 

telah meninggal dunia dan memperoleh harta peninggalan. 

M. Ketentuan Tentang Maqāṣid Al-Syāriʻah 

11. Pengertian dan Dasar Maqāṣid Al-Syāriʻah 

Maqāṣid al-Syāriʻah terdiri dari dua kata yaitu maqāṣid dan al-Syāriʻah. Kata maqāṣid 

adalah jamak dari kata maqṣad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Sementara kata 

syāriʻah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air.114  
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Syāriʻah, secara etimologis memiliki banyak makna, misalnya syāriʻah dimaknai sebagai 

jalan menuju mata air atau tempat yang didatangi manusia dan binatang untuk mendapatkan 

air, al-‘atabah (ambang pintu dan tangga), dan al-ṭariqah al-mustaqimah (jalan yang lurus, 

haq, benar). Hal ini sebagaimana dijelaskan Ahmad Rofiq bahwa secara harfiah syāriʻah 

artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaanya dalam al-

Qur‟an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan.115 

Secara terminologi, beberapa pengertian tentang maqāṣid al-syāriʻah yang dikemukakan 

oleh beberapa ulama terdahulu antara lain: 

a. Al-lmam al-Syathibi:116 

عِ.  ارِ ُ الشَّ لَى قَصْد عُ اِ جِ رْ ا : يَ مَ دَهُ َحَ ن : أ اِ مَ سْ ا قِ هَ يْ تِي فِ َّ ُ ال اصِد قَ مَ الْ وَ

. لَّفِ كَ مُ ُ الْ صْد لَى قَ عُ اِ جِ رْ رُ : يَ خِ الْْ  وَ

"Al-Maqāsid terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan 

selaku pembuat syariʻah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf". 

Kembali kepada maksud Syari' (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di 

dalam dua tempat; dunia dan akhirat, dan kembali kepada maksud mukallaf (manusia) 

adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan 

akhirat, yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. 

Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (maṣlahah) dan kerusakan 

(mafsadah). 

b. Abdul Wahab Khallaf: 117 

حُ  الِ َصَ قُ مث يْ قِ َحْ وَ ت امِ هُ كَ حَْ هُ الْ عُ يْ رِ َشْ نْ ت عِ مِ ارِ لشَّ م لِ اِ عَ
ُ الْ صِد قَ مَ الْ وَ

. مْ هِ ِ ات يَ ِ ن يْ سِ َحْ ت مْ وَ هِ ِ ات يَ اجِ رُ حَ يْ فِ َوْ ت ، وَ مْ هِ ِ ات يَ رِ وْ رُ ةِ ضَ الَ فَ كَ اسِ بِ  النَّ

"Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang ḍarūriyyat, hājiyat, dan 

taḥsīniyyat". 

Dari dua pengertian di atas, bisa diambil pengertian bahwa maqāṣid al-syāriʻah adalah 

maksud Allah selaku pembuat syariʻah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, 

yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan ḍarūriyyat, hājiyat, dan taḥsīniyyat agar manusia bisa 

hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Bisa juga diartikan dengan 

apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam 

menetapkan hukum , atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu 

hukum.118 

Term yang digunakan para ulama dalam penyebutan maqāṣid al-syāriʻah ini berbeda-

beda. Ada yang menyebutnya dengan sebutan maqāṣid al-syāriʻah, al-maqaṣid asy-syariyyah 
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fi al-syariʻah, dan maqaṣid min syar’i al-hukm. Walaupun sebutan-sebutan yang digunakan 

para ulama itu berbeda-beda, namun pada hakikatnya istilah-istilah tersebut mempunyai atau 

mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. 

Menurut asy-Syatibi, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan 

kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk 

kemashlahatan hamba.119 Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kandungan maqāṣid al-syāriʻah atau tujuan hukum adalah kemashlahatan 

umat manusia. Pandangan asy-Syatibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu 

pemahaman bahwa suatu kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasi kemashlahatan 

hamba, dan tidak satupun dari hukum Allah itu yang tidak mempunyai tujuan, semuanya 

mempunyai tujuan.120 

Muhammad Abu Zahrah menegaskan bahwa secara hakiki tujuan hukum Islam adalah 

kemashlahatan, tak satupun hukum yang disyariatkan oleh Allah baik yang terdapat dalam al-

Qurʻan maupun Sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.121 

Maqāṣid al-Syāriʻah merupakan tujuan dan kiblat dari hukum syara’, dimana semua 

mujtahid harus menghadapkan perhatiannya ke sana. Salah satu prinsip yang dikedepankan 

dalam maqāṣid al-syāriʻah adalah mengambil jalan tengah dan tidak berlebih-lebihan dalam 

mengaplikasikannya, karena maṣlahah yang akan diwujudkan itu harus mengacu kepada 

wahyu, tidak semata-mata hasil pemikiran semata.122 

Munculnya teori maqāṣid al-syāriʻah disebabkan karena mujtahid tidak menemukan 

dalil secara eksplisit untuk berijtihad, sedangkan permasalahan hukum yang perlu ditetapkan 

hukumnya tidak pernh berhenti. Oleh karena itu, mujtahid berdaya upaya untuk menemukan 

jalan untuk melandasi ijtihad mereka, dan salah satunya adalah dengan menemukan teori 

maqāṣid al-syāriʻah. Walaupun teori ini tidak merupakan ilmu yang berdiri sendiri, tetapi 

eksistensinya sangat diperlukan untuk memandu proses ijtihad dengan beragam dalil hukum 

yang digunakan oleh mujtahid. 

Penemuan teori maqāṣid al-syāriʻah tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh 

dalil-dalil berupa ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk 

menentukan ayat ataupun ḥadiṡ mana yang melandasi teori maqāṣid al-syāriʻah ini secara 

langsung, karena tidak satupun ayat ataupun ḥadiṡ yang menyatakan secara jelas tentang itu. 

Ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat al-Qur’an dan ḥadiṡ tertentu sebagai pijakan 

hukum untuk teori maqāṣid al-syāriʻah ini.123 Ayat—ayat yang dimaksud yakni: 
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جٍۗ  ........ رَ نْ حَ نِ مِ يْ مْ فِى الد ِ كُ يْ َ ل لَ عَ عَ ا جَ مَ   ........وَ

“....dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama....” (Q.S. 22 [al-ḥajj]: 78.)124 

ا  فً يْ عِ انُ ضَ سَ نْ قَ الَِْ لِ خُ مْ ۚ وَ كُ نْ فَ عَ ف ِ خَ َنْ ي  ُ ا ّٰه ُ الل د يْ رِ ُ  ١٨ي

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan (dalam keadaan) 

lemah.” (Q.S. 4 [al-Nisā]: 28)125 

تْ ۗ  بَ َسَ ت ا اكْ ا مَ هَ يْ َ ل عَ تْ وَ بَ سَ ا كَ ا مَ هَ ا ۗ لَ هَ عَ سْ ا اِلََّ وُ سً فْ هُ نَ ّٰ فُ الل ل ِ ُكَ لََ ي

ا  ْٓ اِصْرً ا نَ يْ َ ل لْ عَ مِ َحْ لََ ت ا وَ نَ َّ ب ا ۚ رَ ْنَ أ طَ َخْ َوْ ا ْٓ ا ا نَ يْ سِ نْ نَّ ْٓ اِ ا نَ ذْ اخِ ؤَُ ا لََ ت نَ َّ ب رَ

ا ۚ رَ  نَ لِ بْ َ نْ ق نَ مِ يْ ذِ َّ لَى ال َهٗ عَ ت لْ مَ ا حَ مَ ۚ كَ ه  ا بِ نَ َ ةَ ل اقَ ا لََ طَ ا مَ نَ لْ م ِ ُحَ لََ ت ا وَ نَ َّ ب

مِ  وْ قَ لَى الْ ا عَ نَ رْ صُ انْ ا فَ ىنَ لٰ وْ تَ مَ َنْ ا ۗ ا نَ مْ حَ ارْ اۗ وَ نَ َ رْ ل فِ اغْ اۗ وَ َّ ن فُ عَ اعْ وَ

نَ ࣖ يْ رِ فِ كٰ  ٦٨٢ الْ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu 

(pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas 

(kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum 

kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan 

beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai 

Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. 

Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, 

tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.” (Q.S. 2 [al-Bāqarah]: 286.)126 

12. Pembagian Maqāṣid Al-Syāriʻah. 

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan tentang hakikat maqāṣid al-syāriʻah, dimana 

dari segi substansinya, maqāṣid al-syāriʻah adalah kemashlahatan. Kemaṣlahatan dalam taklif 

Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemaṣlahatan dalam bentuk haqiqi dan majazi. 

Kemaṣlahatan dalam bentuk haqiqi yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas, sedangkan 

dalam bentuk majazi adalah bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada 

kemashlahatan.127 

Menurut asy-Syatibi, kemaṣlahatan itu sendiri dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 

tujuan Allah (maqaṣid al-syari’) dan tujuan mukallaf (maqaṣid al-mukallaf). Dimana maqāṣid 

al-syāriʻah dalam arti maqaṣid asy-syari’ mengandung empat aspek, yaitu:128 

a. Tujuan awal dari syariat yakni kemashlahatan manusiadi dunia dan di akhirat. 

b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. 

c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan. 

d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. 
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127 Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, 58. 
128 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), II, 2. 
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Aspek yang pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat maqāṣid al-syāriʻah. Aspek 

yang kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai 

kemashlahatan yang dikandungnya. Aspek yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan 

ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemashlahatan. Hal ini juga berkaitan 

dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan 

kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah, atau aspek 

ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu. 

Keterkaitan demikianlah tujuan diciptakannya syariat yakni terwujudnya 

kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, sebagai aspek inti dapat diwujudkan. 

Sehingga dalam rangka pembagian maqāṣid al-syāriʻah, aspek pertama sebagai aspek inti 

menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat 

oleh Allah SWT.129 

Sebagaimana telah diterangkan di atas, bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam 

adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan itu akan 

terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat ḍarûriyyat, hâjiyat, dan 

terealisasinya kebutuhan tahsîniyyat bagi manusia itu sendiri. 

Dilihat dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, mashlahat terbagi kepada tiga 

tingkat, yakni: 

a. Tingkat primer (Ḍarūriyāt) 

Kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan, 

seandainya tidak atau terabaikan maka akan membawa kepada tidak ada atau tidak 

berartinya kehidupan. Contohnya, dalam bidang agama dalam bentuk jalbu manfa’at 

umpamanya memelihara agama atau keberagaman itu sendiri. Sementara untuk daf’u 

mafsadat umpamanya menghindarkan murtad.130 Tujuan yang bersifat ḍaruri ini 

merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh 

karena itu, perintah-perintah syara’ dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti, serta hukum 

syara’ yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan ḍaruri adalah wajib.131 

b. Tingkat sekunder (Hajiyyat) 

Kebutuhan tingkat hajiyyat adalah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila 

tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan 

kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.132  

c. Tingkat tersier (Taḥsiniyat) 
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Kebutuhan tingkat taḥsiniyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah 

kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan taḥsiniyat kehidupan tidak akan rusak dan 

juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan 

akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.133 

Dilihat dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam 

penetapan hukum, kemashlahatan itu dibagi menjadi lima: 

a. Memelihara agama (Ḥifż al-Din) 

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, 

menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagaman itu merupakan hal vital 

bagi kehidupan manusia, oleh karenanya harus dijaga dan dipelihara.134 Menjaga dan 

memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. 

1) Memelihara agama dalam tingkat ḍarūriyāt, yaitu memelihara dan melaksanakan 

kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan ṣalat lima 

waktu.  

2) Memelihara agama dalam tingkat hajiyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama 

dengan maksud menghindari kesulitan, seperti ṣalat jama’ dan qashar bagi orang 

yang bepergian.  

3) Memelihara agama dalam tingkat taḥsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama dan 

menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan 

kewajibannya kepada Allah SWT.  

Jika mengikuti pengelompokkan di atas, tidak berarti sesuatu yang termasuk 

taḥsiniyat itu dianggap tidak penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok 

hajiyyat dan dhruriyat.135 

Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu 

pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat. Oleh karena itu, ditemukan dalam 

al-Qurʼan perintah Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam 

rangka jalbu manfa’atin, diantaranya pada surat al-Hujurat ayat 15: 

ا   ُوْ َاب ت رْ مْ يَ ُمَّ لَ ه  ث لِ وْ سُ رَ ّٰهِ وَ الل ا بِ ُوْ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ نَ ال ُوْ ن مِ ؤْ مُ ا الْ مَ َّ ن ِ ا

نَ  ُوْ ق دِ مُ الصّٰ كَ هُ ىِٕ
ۤ
لٰ وُ ّٰهِ ۗ ا لِ الل يْ ِ ب يْ سَ مْ فِ هِ ُسِ ف َنْ ا مْ وَ هِ الِ وَ مَْ ا ا بِ ُوْ د اهَ جَ وَ

١٥ 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin (yang sebenarnya) hanyalah mereka yang beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad 

dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang benar.” (Q.S. 49 [al-

hujurat]: 15)136 
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Disamping itu, ditemukan pula dalam al-Qurʼan ayat yang melarang segala usaha 

yang menghilangkan atau merusak agama, itu dalam rangka daf’u madharratain.137 Allah 

memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak beragama dalam firman-Nya surat 

al-Taubah ayat 29: 

ا  نَ مَ وْ مُ ر ِ ُحَ لََ ي رِ وَ خِ مِ الَْٰ وْ َ ي الْ لََ بِ ّٰهِ وَ الل نَ بِ ُوْ ن مِ ؤْ ُ نَ لََ ي يْ ذِ َّ ُوا ال ل اتِ قَ

بَ  تٰ كِ وُا الْ ت وُْ نَ ا يْ ذِ َّ نَ ال ِ مِ ق  حَ نَ الْ يْ نَ دِ ُوْ ن يْ دِ لََ يَ ُهٗ وَ ل وْ سُ رَ ّٰهُ وَ مَ الل رَّ حَ

مْ  هُ دٍ وَّ نْ يَّ ةَ عَ يَ زْ جِ وا الْ طُ ُعْ ّٰى ي ت نَ ࣖ حَ وْ رُ  ١٩صٰغِ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak 

mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan 

tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab 

(Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.” 

(Q.S. al-Taubah [9]: 29)138 

b. Memelihara jiwa (Ḥifż al-Nafs) 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat, yaitu:139 

1) Memelihara jiwa dalam peringkat ḍarūriyāt, seperti memenuhi kebutuhan pokok 

berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, 

maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. 

2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang 

untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika kegiatan ini diabaikan, maka 

tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya. 

3) Memelihara jiwa dalam peringkat taḥsiniyat, seperti diterapkannya tata cara makan 

dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama 

sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit 

kehidupan seseorang. 

Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini 

bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan 

kualitasnya dalam rangka jalbu manfaatin.140 Seperti dalam ayat Al-Quran yang 

memerintahkan untuk memelihara jiwa, yakni: 

ا  ُوْ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ ا ال هَ يَ  ا ْٓ اسُ يٰ ا النَّ ُهَ د ُوْ ق ا وَّ ارً مْ نَ كُ يْ لِ َهْ ا مْ وَ كُ فُسَ َنْ ا ا وْْٓ ُ ق

مْ  هُ رَ َمَ ْٓ ا ا ّٰهَ مَ نَ الل وْ عْصُ اد  لََّ يَ دَ لَاظ  شِ ة  غِ كَ ىِٕ
ۤ
لٰ ا مَ هَ يْ َ ل ُ عَ ة ارَ جَ حِ الْ وَ

نَ  وْ رُ مَ ُؤْ ا ي نَ مَ ُوْ ل عَ فْ يَ  ١وَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang 
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kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. al-Tahrim [66]: 6)141 

Disamping itu, ditemukan pula ayat al-Qurʼan yang melarang manusia, dalam 

rangka daf’ul mafsadah, untuk merusak diri atau orang lain dalam kerusakan karena yang 

demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Terdapat dalam surat 

al-Baqarah ayat 195: 

ا ۛ  ُوْ ن سِ َحْ ا ةِ ۛ وَ ُكَ ل َّهْ لَى الت ِ مْ ا كُ يْ دِ يَْ ا ا بِ ُوْ ق ُلْ لََ ت ّٰهِ وَ لِ الل يْ ِ ب يْ سَ ا فِ ُوْ ق فِ َنْ ا وَ

نَ  يْ ِ ن سِ حْ مُ ُحِب  الْ هَ ي ّٰ  ١٩٥اِنَّ الل

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan 

berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-

Baqarah [2]: 195).142 

c. Memelihara akal (Ḥifż al-Aql) 

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga 

tingkatan, yakni:143 

1) Memelihara akal dalam tingkat ḍarūriyāt, seperti diharamkannya meminum 

minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal. 

2) Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti anjuran untuk menuntut ilmu 

pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi 

akan mempersulit hidup seseorang. 

3) Memelihara akal dalam tingkat taḥsiniyat, seperti menghindarkan diri dari 

menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat 

dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia, karena akal itulah yang 

membedakan hakikat manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah 

memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Dalam rangka jalbu manfa’ah, 

salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal adalah menuntut ilmu.144 Ditemukan dalam 

al-Qurʼan surat al-Mujadilah ayat 11: 

ا  وْ حُ سَ افْ سِ فَ لِ جٰ مَ ا فِى الْ وْ حُ َفَسَّ مْ ت كُ َ لَ ل يْ ا قِ ذَ ِ ا ا وْْٓ ُ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ ا ال هَ يَ  ا ْٓ يٰ

 ِ ا مْۚ وَ كُ َ ُ ل ّٰه حِ الل سَ فْ ا يَ ُوْ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ ُ ال ّٰه عِ الل فَ رْ ا يَ وْ زُ شُ انْ ا فَ وْ زُ شُ لَ انْ يْ ا قِ ذَ

ر   يْ ِ ب نَ خَ ُوْ ل مَ َعْ ا ت مَ ِ هُ ب ّٰ الل تٍۗ وَ جٰ مَ دَرَ لْ عِ وُا الْ ت ُوْ نَ ا يْ ذِ َّ ال مٍْۙ وَ كُ نْ  ١١مِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di 

dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. 

Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-
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orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadilah [58]: 11).145 

Disamping itu, dalam rangka daf’u madharrah, Allah melarang segala usaha yang 

menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang 

memabukkan. Larangan ini dijelaskan dalam al-Qurʼan surat al-Maidah ayat 90: 

مُ  لََ زْ َ الَْ صَابُ وَ نْ َ الَْ رُ وَ سِ يْ مَ الْ رُ وَ مْ خَ ا الْ مَ َّ ن ِ ا ا وْْٓ ُ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ ا ال هَ يَ  ا ْٓ يٰ

نَ ٩١ وْ حُ لِ ُفْ مْ ت كُ َّ ل عَ ُ لَ ه وْ ُ ب َنِ ت اجْ نِ فَ طٰ يْ لِ الشَّ مَ نْ عَ جْس  م ِ  رِ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban 

untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) 

termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu 

beruntung.” (Q.S. al-Maidah [5]: 90).146 

d. Memelihara keturunan (Ḥifż al-Nasl) 

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkat, yakni:147 

1) Memelihara keturunan dalam tingkat ḍarūriyāt, seperti disyariatkannya nikah dan 

larangan berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan 

terancam. 

2) Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan 

menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak 

padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan ketika akad nikah, maka suami akan 

mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar miṡil. Sedangkan dalam 

kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak 

talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.  

3) Memelihara keturunan dalam tingkat taḥsiniyat, seperti disyariatkannya khiṭbah 

atau walimah dalam perkawinan. hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi 

kegiatan perkawinan.  

Pemeliharaan keturunan disini dimaksudkan dalam kelanjutan manusia dalam 

keluarga melalui perkawinan yang sah. Dalam rangka jalbu manfa’at¸untuk melakukan 

perkawinan148 itu terdapat dalam al-Qurʼan surat an-Nur ayat 32: 

نْ  ِ مْۗ ا كُ ىِٕ اۤ مَ ِ ا مْ وَ كُ ادِ بَ نْ عِ نَ مِ يْ حِ لِ الصّٰ مْ وَ كُ نْ امٰى مِ يَ َ وا الَْ حُ كِ َنْ ا وَ

نِ  ُغْ ءَ ي اۤ رَ قَ ُ ا ف ُوْ ن وْ َّكُ م  ي يْ لِ ع  عَ اسِ هُ وَ ّٰ الل ۗ وَ ه  لِ ضْ نْ فَ ّٰهُ مِ مُ الل  ٣١هِ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang 

yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika 
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mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah 

Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Nur [24]: 32).149 

Dalam rangka daf’u mafsadah, Allah melarang memperoleh keturunan diluar 

pernikahan yang disebut zina, sebagaimana terdapat dalam surat al-Isra’ ayat 32: 

لًا  يْ ِ ب ءَ سَ اۤ سَ وَ ةً ۗ شَ احِ انَ فَ هٗ كَ نَّ ِ ىْٓ ا نٰ ُوا الز ِ ب رَ َقْ لََ ت  ٣١وَ

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan 

terburuk.” (Q.S. al-Isra’ [17]: 32).150 

e. Memelihara harta (Ḥifż al-Māl) 

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga 

tingkatan, yaitu:151 

1) Memelihara harta dalam tingkat ḍarūriyāt, seperti disyariatkannya tata cara 

pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak 

sah. Jika aturan ini diabaikan, maka akan mengancam keutuhan harta. 

2) Memelihara harta dalam tingkat hajiyyat,  seperti disyariatkannya jual beli dengan 

cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi 

harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal. 

3) Memelihara harta dalam tingkat taḥsiniyat, seperti adanya ketentuan agar 

menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah 

etika bermuamālah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh pada kesahan 

jual beli sebab pada tingkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat pertama dan 

kedua. 

Dalam rangka jalbu manfa’ah, Allah memerintahkan mewujudkan dan memelihara 

harta demi kelangsungan hidup manusia.152 Allah memerintahkan manusia berusaha 

mendapatkan harta itu, diantaranya dalam surat al-Jumu’ah ayat 10: 

ّٰهِ  نْ فَضْلِ الل ا مِ َغُوْ ت ابْ ضِ وَ َرْ ا فِى الَْ وْ رُ َشِ ت انْ فَ  ُ وة لٰ يَتِ الصَّ ا قُضِ ذَ اِ فَ

نَ  وْ حُ لِ ُفْ مْ ت َّكُ ل َّعَ ا ل رً يْ ثِ ّٰهَ كَ وا الل رُ كُ اذْ  ١١وَ

“Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia 

Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.” (Q.S. al-Jumu’ah 

[62]: 10)153 

Sebaliknya, dalam rangka daf’u mudharrah Allah melarang merusak harta dan 

mengambil harta orang lain secara tidak hak. Larangan ini terdapat dalam surat al-Nisa’ 

ayat 29: 

                                                           
149 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 354. 
150 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 285. 
151 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, 229-230. 
152 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2008), Cet. 4, 238-239. 
153 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 554. 
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نَ  وْ َكُ َنْ ت ْٓ ا لِ اِلََّ اطِ بَ الْ مْ بِ كُ نَ يْ َ مْ ب كُ الَ وَ َمْ ا ا وْْٓ ُ ل ْكُ َأ ا لََ ت وْ ُ ن مَ نَ اٰ يْ ذِ َّ ا ال هَ يَ  ا ْٓ يٰ

انَ  ّٰهَ كَ نَّ الل مْ ۗ اِ كُ فُسَ َنْ ا ا وْْٓ ُ ُل ت َقْ لََ ت مْ ۗ وَ كُ نْ ِ اضٍ م  َرَ نْ ت ً عَ ة ارَ جَ مْ بِكُ  تِ

ا  مً يْ حِ  ١٩رَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan 

cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu.” (Q.S. al-Nisa [4]: 29)154 

Lima hal yang dijelaskan di atas merupakan pokok dari maqaṣid al-syariʻah atau 

yang lebih dikenal dengan sebutan al-kulliyah al-khams atau al-dharuriyah al-khams. 

Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan 

lebih dahulu lebih penting daripada yang disebutkan sesudahnya. Urut peringkat ini 

mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah 

urut yang paling atas. 

Kelima hal tersebut diletakkan oleh al-Ghazali pada tingkatan ḍarūriyāt. Sedangkan 

tingkatan hajiyyat dijelaskan dengan contoh kasus perwalian. Menurutnya pemberian 

kekuasaan wali yang mengawinkan anaknya yang masih kecil tidak dalam mencapai 

tingkat darurat. Tetapi diperlukan kemaslahatan dengan cara memberikan kesetaraan 

(kafa’ah) agar apat dikendalikan dan tercapai kebaikan dalm kehidupan diwaktu yang 

akan mendatang. Sedangkan pada jenis ketiga yakni taḥsiniyat, tingkatan ini merupakan 

kemaslahatan yang tidak bisa dikembalikan kepada kedua tingkatan sebelumnya, baik 

ḍarūriyāt maupun hajiyyat. Namun kemaslahatan disini adalah digunakan untuk 

memperbagus, memperindah, dan mempermudah, mendapatkan beberapa keistimewaan, 

mendapatkan nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan.155 

13. Maṣlahah Sebagai Tujuan Penetapan Hukum 

Bila diteliti secara cermat akan diketahui bahwa setiap titah Allah dalam al-Qurʼan 

mengandung maksud tertentu yaitu untuk mendatangkan kemashlahatan untuk umat manusia. 

Tujuan kemashlahatan itu terkadang mudah diketahui karena disebutkan Allah dalam titahnya 

yang mengandung hukum itu, namun terkadang juga sulit diketahui. Firman Allah dalam surat 

al-‘Ankabut ayat 45: 

نِ  ى عَ هٰ َنْ َ ت وة لٰ َۗ اِنَّ الصَّ وة لٰ مِ الصَّ َقِ ا بِ وَ تٰ كِ نَ الْ كَ مِ يْ َ ل ِ يَ ا حِ وُْ ْٓ ا ا لُ مَ ْ تُ ا

 ّٰ رُ الل كْ ذِ َ ل وَ ۗ رِ  كَ نْ مُ الْ ءِ وَ اۤ شَ حْ فَ نَ الْ عُوْ نَ َصْ ا ت مُ مَ َ ل عْ ّٰهُ يَ الل وَ رُ ۗ بَ َكْ  ١٥هِ ا

“ Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan 

tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. 
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Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-‘Ankabut [29]: 45).156 

Ayat tersebut menyebutkan sesudah perintah mengerjakan ṣalat mengandung arti tujuan 

perintah ṣalat itu adalah untuk menghindarkan kekejian dan kemungkaran.157 

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemashlahatan hidup 

manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemashlahatan yang 

menjadi tujuan hukum Islam adalah kemashlahatan yang hakiki yang berorientasi kepada 

terpeliharanya lima perkara yang sudah disebutkan dalam pembahasan di atas, yakni agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan 

kehidupannya yang mulia.158 

Menurut Imam Syatibi, kemashlahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari 

kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan 

ḍarūriyāt, hajiyyat, dan taḥsiniyat. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan 

melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat, baik dalam peringkat ḍarūriyāt, 

hajiyyat, dan taḥsiniyat.159 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika tiga peringkat kebutuhan di atas masing-masing 

telah dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemashlahatan manusia yang 

merupakan tujuan hukum syariat.160 

Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya maṣlaḥah adalah "mengambil 

manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'." Imam al-

Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun 

bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya 

didasarkan kepada kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. 

Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang 

menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, 

tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'; karenanya tidak dinamakan 

maṣlaḥah. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam 

menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan 

manusia.161 

Kaitannya dengan ini, Imam al-Syatibi,162 mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut 

tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, karena kedua 

kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara’ tersebut di 
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159 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqih Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 3, 226. 
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161 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul, Jilid I, Beirut: Dar al-Ma‟arif, 1983, 286. 
162 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1922), II, 98. 
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atas termasuk ke dalam konsep mafsadat. Dengan demikian, menurut al-Syatibi, 

kemashlahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan 

akhirat. 

Maṣlaḥah atau maqāṣid al-syāriʻah seperti halnya ilmu-ilmu syari’ah yang lain, 

membutuhkan proes dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang 

mandiri, karena sebelumnya maqāṣid al-syāriʻah merupakan bagian dari uṣul fiqih. Ada 

beberapa alasan yang melatarbelakangi munculnya maqāṣid al-syāriʻah menjadi sebuah 

disiplin keilmuwan yang mandiri, yakni sebagai berikut:163 

a. Maqāṣid al-syāriʻah selalu berada dibalik naṣ-naṣ al-Qur’an, al-ḥadiṡ, dan fatwa sahabat. 

b. Qiyas lebih dulu menjadi perdebatan sebelumnya akhirnya ditulis dan menjadi bagian 

dari uṣul fiqih. Qiyas didasarkan pada ‘illat dari segi kelayakannya sebagai ‘illat atas 

hukum serta metode penetapan ‘illat hukum, jadi secara otomatis dengan membicrakan 

qiyas, maka pasti akan membicarakan maqāṣid al-syāriʻah. 

c. Ulama dalam membahas masalah-masalah fiqh selalu memberikan himbauan atas 

hikmah ditetapkannya suatu hukum, dan hal itu merupakan petunjuk mengenai 

keberadaan maqāṣid al-syāriʻah 

Muhammad Hashim Kamali menyimpulkan bahwa identifikasi maṣlaḥah sebagai inti 

maqāṣid al-syāriʻah dapat didasarkan pada: (1) al-nusūs al-syariʻah, terutama al-amr dan al-

nahy, (2) ‘illat dan hikmah yang dikandung al-nusūs al-syariʻah, dan (3) istiqra’. Identifikasi 

maṣlaḥah melalui pembacaan al-nusūs al-syariʻah, terutama al-amr dan al-nahy dianut oleh 

ulama teoritis hukum Islam yakni Mażhab Zahiri kaum tekstualis dalam aliran pemikirn 

hukum Islam. Sedangkan identifikasi maṣlaḥah melalui elaborasi ‘illat dan hikmah yang 

dikandung al-nusūs al-syariʻah dipraktikkan oleh kalangan mayoritas ulama teoritis hukum 

Islam. Sementara itu, identifikasi maṣlaḥah melalui pendekatan istiqra’ merupakan tawaran 

genuine al-Syatibi, meskipun ia sendri menafikan fungsi dua metode sebelumnya dalam upaya 

identifikasi maṣlaḥah. 

Konsep maṣlaḥah sebagai inti maqāṣid al-syāriʻah merupakan alternatif terbaik untuk 

mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana al-Qur’an dan sunnah harus dipahami 

melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi maṣlaḥah. Konsep 

maṣlaḥah merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fiqh 

memilih kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem 

hukum yang didasarkan kepada teks-teks syari’ah (al-Quran dan ḥadiṡ), yang nota bene 

mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi 

dan kondisi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep maṣlaḥah memberi 
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legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan paa ulama fiqh mengelaborasi konteks 

kasus yang tidak ditegaskan oleh teks-teks syari’ah. Seberapa besar perubahan hukum dapat 

dicapai melalui aplikasi konsep maṣlaḥah tergantung pada pola penalaran hukum berbobot 

maṣlaḥah yang diterapkan oleh ulama fiqh.164 
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BAB III 

AHLI WARIS PENGGANTI (PLAATSVERVULLING) DALAM KHI 

 

N. Tinjauan Umum Tentang KHI 

14. Pengertian KHI 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang menyangkut 

“Kompilasi Hukum Islam” ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu secara khusus bagaimana 

pengertian “Kompilasi” itu sendiri. Bilamana kita membuka kamus-kamus dan ensiklopedi 

Indonesia kita tidak menemukan istilah “kompilasi” di dalamnya yang berarti hingga sekarang 

ia masih belum diterima secara meluas dalam bahasa Indonesia.165 

Dalam kajian hukum kita hanya mengenal istilah “kodifikasi” yaitu pembukuan satu jenis 

hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Sebagaimana halnya 

dengan kodifikasi yang istilahnya diambil dari perkataan bahasa Latin maka istilah kompilasi 

pun diambil dari bahasa yang sama. Istilah “kompilasi” diambil dari perkataan compilare yang 

mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-

peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan 

menjadi compilation dalam bahasa Inggris atau Compilatie dalam bahasa Belanda. Istilah ini 

kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “Kompilasi” yang berarti 

terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir.166 

Dalam Kamus Lengkap Inggris Indonesia – Indonesia Inggris yang disusun oleh S. 

Wojowasito dan WJS Poerwadarminta disebutkan kata Compilation dengan terjemahan 

“karangan tersusun dari kutipan buku-buku lain”.167 Kosnoe memberikan pengertian 

kompilasi dalam dua bentuk. Pertama, sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat 

dalam satu bidang tertentu. Kedua, sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi 

kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.168 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa ditinjau dari berbagai bahan 

tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. 

Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda 

untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang 

diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.169 Bagaimana dengan pengertian kompilasi 

menurut hukum? Dalam pengertian hukum maka kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku 
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hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat 

hukum atau juga aturan hukum. 

Wahyu Widiana menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi 

hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok 

materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan 

hibah (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup 

yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.170 

Rumusan yang sama dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam 

adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. 

Isi dari KHI terdiri dari tiga buku, masing masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan 

pasal, dengan sistematika sebagai berikut: 

Buku I: Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal 

Buku II: Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan 

Pasal 214) 

Buku III: Hukum Perwakafan terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai 

dengan pasal 228)171 

Kompilasi Hukum Islam Indonesia yang ditetapkan pada tahun 1991 tidak secara tegas 

menyebutkan bagaimana pengertian kompilasi dan kompilasi hukum Islam. Akan tetapi, 

dilihat dari rencana kegiatan yang bersangkutan yaitu untuk menghimpun bahan-bahan 

hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material bagi para hakim di 

lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan tersebut diangkat dari berbagai kitab yang biasa 

digunakan sebagai sumber pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para 

hakim dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan itu. Maka dapat dikemukakan 

bahwa yang diartikan dengan kompilasi dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam ini adalah 

merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang 

ditulis oleh para ulama fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama 

untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah 

yang disebut dengan kompilasi.172 

15. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam 

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama 

menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro 

Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama 

atau Mahkamah Syar’iyyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti 

tentang hal tersebut.173 

Mengenai perlunya Kompilasi Hukum Islam, KH. Hasan Basry menyebutkan Kompilasi 

Hukum Islam sebagai keberhasilan Umat Islam Indonesia pada Pemerintahan Orde Baru. 

Sebab dengan demikian, nantinya umat Islam di Indonesia akan mempunyai pedoman fiqih 

yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa 

Indonesia yang beragama Islam.174 Berdasarkan hal ini tampak bahwa latar belakang pertama 

dari diadakannya penyusunan kompilasi adalah karena adanya kesimpangsiuran putusan dan 

tajamnya perbedaan pendapat tentang masalah-masalah hukum Islam.175 

Hal ini secara tegas dinyatakannya bahwa di Indonesia karena belum ada kompilasi maka 

dalam praktik sering kita lihat adanya putusan Peradilan Agama yang saling berbeda atau 

tidak seragam, padahal kasusnya sama. Pendapat tersebut bersesuaian dengan pendapat 

Bustanul Arifin yang mempersoalkan tentang adanya masalah Hukum Islam yang diterapkan 

oleh Pengadilan Agama. Dikatakannya bahwa hukum Islam tersebar dalam sejumlah besar 

kitab susunan para fuqaha terdahulu yang dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari 

satu pendapat (qaul).176 

Mengenai kitab-kitab rujukan bagi Pengadilan Agama pada dasarnya adalah sangat 

beragam, akan tetapi pada tahun 1958 telah dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama 

No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan 

Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syar’iyyah di luar Jawa dan Madura. Pada huruf B Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa 

untuk mendapatkan kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para hakim 

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai 

pedoman kitab-kitab di bawah ini: 

a. Al-Bajuri 

b. Fathul Mu’in dengan syarahnya 

c. Syarqawi al at-Tahrir 

d. Qulyubi atau Muhalli 

e. Fathul Wahab dengan syarahnya 

f. Tuhfah 

g. Targhibul Musytaq 

h. Qawaninusy Syar’iyyah lissayyid Usman bin Yahya 

                                                           
173 Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 1997), 10. 
174 Hasan Basry, Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama No. 104 Tahun X April 1986, 60. 
175 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 20-21. 
176 Bustanul Arifin, Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan, Wahyu, No. 108 Tahun VII Mei 1985, 

27. 
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i. Qawaninusy Syar’iyyah lissayyid Shodaqah Dahlan 

j. Syamsuri lil Farāiḍ 

k. Bughyatul Mustarsyidin 

l. Al-Fiqh ‘ala al-Muadzahabil Arba’ah 

m. Mughnil Muhtaj.177 

Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga seringkali 

dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus 

demi kasus. Ternyata dengan langkah ini pun kepastian hukum masih merupakan kebutuhan 

yang belum terpenuhi.178 Situasi hukum Islam seperti yang digambarkan di atas inilah 

menurut Bustanul Arifin yang mendorong Mahkamah Agung untuk mengadakan Kompilasi 

Hukum Islam.179  

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan 

Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah 

menuju terlaksananya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam 

pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah 

dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 

04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung 

atau Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka 

kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis 

bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak 

tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, simposium, dan lokakarya serta penyusunan 

Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.180 

Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, dalam satu rapat kerja gabungan yang 

dihadiri oleh Ketua-ketua Pengadilan Tinggi dari Peradilan Umum, Ketua-ketua Pengadilan 

Tinggi Agama dan Ketua-ketua Mahkamah Militer se-Indonesia. Ketua Mahkamah Agung 

dan Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama tentang proyek pembangunan 

hukum Islam melalui yurisprudensi atau disebut juga proyek Kompilasi Hukum Islam.181 

Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di atas, 

mulailah kegiatan proyek tersebut yang berlangsung dalam jangka waktu 2 tahun. 

Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 

                                                           
177 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 21-22. 
178 Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Jakarta: Intermasa, 1991,  
179 Bustanul Arifin, Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-Undangan, Wahyu, No. 108 Tahun VII Mei 1985, 

28. 
180 Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, 

Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 7. 
181 Hasan Basry, Perlunya Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Ulama No. 104 Tahun X April 1986, 12. 
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10 Desember 1985. Menurut Surat Keputusan bersama tersebut ditetapkan pula pejabat 

Mahkamah Agung dan Menteri Agama dengan jabatannya masing-masing serta susunan 

pelaksanaanya pada beberapa bidang, yakni sebagai berikut: 

a. Pelaksana Proyek 

1) Pimpinan Umum : Prof. H. Bustanul Arifin, SH. (Ketua Muda Urusan Lingkungan 

Peradilan Agama). 

2) Wakil I Pimpinan Umum : HR. Djoko Soegianto, SH. (Ketua Muda Urusan 

Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis). 

3) Wakil II Pimpinan Umum : H. Zaini Dahlan, MA. (Direktur Jenderal Pembinaan 

Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama). 

Pemimpin Pelaksana Proyek 

1) Pimpinan Pelaksana Proyek: H. Masrani Basran, SH. (Hakim Agung Mahkamah 

Agung). 

2) Wakil Pemimpin Pelaksana Proyek: H. Muchtar Zarkasih, SH. (Direktur Pembinaan 

Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama). 

3) Sekretaris Proyek: Ny. Lies Sugondo, SH. (Direktur Direktorat Hukum Dan 

Peradilan Mahkamah Agung). 

4) Wakil Sekretaris Proyek: Drs. Marfuddin Kosasih, SH. (Pejabat Departemen 

Agama). 

5) Bendahara Proyek: 

a) Alex Marbun (Pejabat Mahkamah Agung). 

b) Drs. Kadi (Pejabat Departemen Agama). 

Pelaksana bidang kitab-kitab/yurisprudensi: 

1) Prof. KH. Ibrahim Hosen LML (Majelis Ulama Indonesia). 

2) Prof. H. Md. Kholid, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung). 

3) Wasit Aulawi (Pejabat Departemen Agama). 

Pelaksana bidang wawancara: 

1) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung). 

2) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama). 

Pelaksana bidang pengumpulan dan pengolahan data: 

1) H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung) 

2) Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)182 

Melalui lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 tersebut di atas, 

ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha 

pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum. Sasarannya 
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mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai 

dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk 

menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan hukum Islam melalui 

yurisprudensi dilakukan dengan cara: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan para ulama. 

c. Lokakarya 

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih 

lanjut melalui lokakarya. 

d. Studi perbandingan 

Untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum atau seminar-seminar satu sama 

lain dengan jalan memperbandingkan dengan negara negara Islam lainnya.183 

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat 

disimak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek hakim agung H. 

Masrani Basran, SH dalam salah satu tulisannya. 

a. Jalur kitab 

Jalur ini ditempuh dengan cara mengumpulkan kitab-kitab hukum atau kitab-kitab fiqih, 

minimāl 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan sebagai buku 

pedoman para hakim agung, dikumpulkan dan dibuat berbagai permasalahan-

permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam atau IAIN di Indonesia 

dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing.  

b. Jalur ulama 

Jalur ini ditempuh dengan cara mewawancarai para ulama di seluruh Indonesia yang 

sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia, yakni: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, 

Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram, dan Banjarmasin. 

c. Jalur yurisprudensi 

Jalur ini ditempuh dengan cara menghimpun putusan-putusan peradilan agama, yang 

masih bisa ditemukan dalam arsip-arsip pengadilan agama, dan akan dibukukan untuk 

mengakrabkan para hakim agama dengan yurisprudensi, yang juga merupakan sumber 

hukum. 

d. Jalur studi perbandingan 

Jalur ini ditempuh dengan cara melihat ke luar negeri, bagaimana penerapan hukum 

Islam disana dan sejauh mana dapat menerapkannya dengan memperbandingkannya 
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dengan situasi dan kondidi serta latar belakang budaya Indonesia. Dalam uraian sejarah 

penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa studi 

perbandingan dilaksanakan ke Timur Tengah yaitu ke negara Maroko, Turki, dan 

Mesir.184 

e. Lokakarya 

Peranan lokakarya ini sangat penting sebagaimana tampak dengan disebutkannya dalam 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi ini dengan kata-

kata “menyebarluaskan” Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana telah diterima oleh 

para ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1988. 

Lokakarya pada tanggal tersebut dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, H. Ali Said, SH. 

Juga memberi kata sambutan Menteri Agama H. Munawir Syadzali, MA. Dimana dalam 

lokakarya isin diisi dengan materi lokakarya dan perumusan materi yang dilakukan oleh 

masing-masing komisi yang telah ditunjuk, yakni: 

1) Tim Penyusun Komisi A tentang Hukum Perkawinan: 

− H. M. Yahya Harahap, SH 

− Drs. Marfuddin Kosasih, SH 

− KH. Halim Muhammad, SH 

− H. Muchtar Zarkasyi, SH 

− KH. Ali Yafie 

− KH. Najih Ahyad  

2) Tim Penyusun Komisi B tentang Hukum Kewarisan: 

− H. A. Wasit Aulawi, MA 

− H. Zainal Abidin Abubakar, SH 

− KH. Azhar Basyir, MA 

− Prof. KH. MD. Kholid, SH 

− Drs. Ersyad, SH 

3) Tim Penyusun Komisi C tentang Hukum Perwakafan: 

− H. Masrani Basran, SH 

− Dr. H. Ahmad Gani Abdullah, SH 

− Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika 

− Prof. KH. Ibrahim Husein, LML 

− KH. Aziz Masyhuri185 

Pada tanggal 29 Desember 1989 pemerintah mengundangkan berlakunya UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana mengatur tentang hukum formāl yang akan 
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dipakai dilingkungan peradilan agama. Dengan demikian, maka dengan diundangkannya UU 

tersebut menjadi dorongan yang lebih kuat untuk memicu lahirnya hukum materiilnya yaitu 

Kompilasi Hukum Islam. Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama 

telah mengeluarkan Keputusan No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden 

RI No. 1 Tahun 191 tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya KHI ini disebarluaskan kepada semua 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. 

Dengan adanya berbagai landasan hukum, dimaksudkan KHI ini telah mempunyai tempat 

yang kokoh dalam sistem hukum di Indonesia.186 

O. Ahli Waris Pengganti dalam KHI 

Berbagai polemik dalam hukum kewarisan Islam, terutama masalah penentuan dan bagian 

yang diterima oleh seorang ahli waris yang tidak diatur secara tegas atau pengaturannya secara 

garis besarnya dalam al-Qur’an dan tidak ada penjelasan dari al-Sunnah. Dalam KHI pengaturan 

tentang ahli waris dan bagian ahli waris dimuat dalam Buku II secara jelas dan yang merupakan 

ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama 

ini tidak dikenal dalam Mażhab Syafi’i. 

Ketentuan ahli waris pengganti di dalam KHI tertuang pada pasal 185, yang berbunyi:187 

 

Pasal 185 

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat 

digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan 

yang diganti. 

Pengecualian tersebut dalam Pasal 173 adalah karena adanya halangan khusus berbunyi, 

“seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: 

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para 

pewaris; 

b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pearis telah melakukan 

suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih 

berat. 

Berdasarkan diktum Pasal 185 dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa 

KHI secara tegas mendeklarasikan pengkuannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara 

formal dan kuat, sehingga dengan penegasan tersebut kedudukan ahli waris pengganti mendapat 

legalitas secara penuh dimana ketentuan tersebut itu tidak dijumpai dalam wacana hukum 

kewarisan Islam klasik. Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan dalam hal ahli 
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waris pengganti ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. 

Kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya 

institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga 

sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang 

anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia 

tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya. 

Secara tekstual, ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi 

ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki dan keturunan anak perempuan. Hal ini 

bermakna bahwa cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 

menjadi ahli waris pengganti, demikian pula cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu 

perempuan dari anak perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti. Ketentuan ini sangat berbeda 

dengan konsepsi fiqih waris yang tidak membenarkan keturunan anak perempuan menjadi ahli 

waris pengganti, bahkan keturunan anak laki-laki (cucu) tidak mendapatkan harta warisan jika 

dalam ahli waris tersebut terdapat anak laki-laki. Dengan demikian cucu dari keturunan anak laki-

laki yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris menjadi terhijab. Kemudian Pasal 185 ayat (2) 

menyatakan bahwa bagian ahli waris tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat 

dengan yang diganti. 188 

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir 

dalam bunyi Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: “ahli waris yang meninggal lebih dahulu 

daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Apabila dicermati 

bunyi pasal tersebut, polemik tentang hal ini tidak perlu terjadi karena secara harfiah sudah 

memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik 

kebawah maupun menyamping. Dilihat dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah” 

yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, 

maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah 

maupun menyamping. Apabila dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan 

atas keumumannya, maka keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada 

keumuman lafal tersebut, maka cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi 

ahli waris pengganti.189 

Kesimpulan tersebut didukung oleh tidak dikenalnya żāwil arḥam dalam KHI. Dengan tidak 

dikenalnya żāwil arḥam memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli 

waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. 

Oleh karena itu, anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki 
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atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris 

pengganti.190 Maka dengan ungkapan, “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris...” 

dapat dipahami bahwa orang yang meninggal terlebih dahulu itu bisa laki-laki maupun perempuan. 

Sehingga keturunan anak perempuan mempunyai hak yang sama dengan keturunan anak laki-laki 

untuk menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu.  

Yahya Harahap menjelaskan barangkali dasar pemikiran yang dijadikan pertimbangan bagi 

perumus KHI dalam merumuskan Pasal 185 adalah bertitik tolak pada alasan sosial ekonomi.191 

Pada satu sisi, pasal ini mengaitkan dengan alasan monopolistik atas harta warisan serta alasan 

kepatutan dan alasan kemanusiaan pada sisi lain. Bukankah pada umumnya, anak yatim yang 

ditinggalkan oleh ayah atau ibunya jauh lebih lemah dan lebih sengsara dibandingkan dengan 

saudara ayah atau saudara ibunya. Pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau 

saudara ibu lebih mapan ekonominya, sedangkan mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar. 

Pantaskah dan manusiawikah, menyingkirkan mereka untuk mewarisi harta kakek atau nenek 

sebagai pengganti ayah atau ibunya. Bukankah dalam hal seperti ini saudara-saudara mendiang 

ayah atau ibunya memonopoli harta warisan kakek atau nenek, meskipun keadaan sosial ekonomi 

mereka sudah mapan. 

Lebih lanjut dalam memahami redaksi Pasal 185 ayat (2) KHI, M.Yahya Harahap 

menafsirkan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tersebut paling besar adalah sama dengan 

bagian ahli waris sederajat yang digantikan. Hal ini berarti bahwa maksimal bagian yang dapat 

dituntut oleh ahli waris pengganti paling tidak adalah sama seperti bagian yang diterima oleh ahli 

waris langsung. Dimana Pasal 185 ayat (2) KHI tersebut tidak membenarkan terjadinya jumlah 

pembagian yang lebih besar bagi ahli waris pengganti, bila dibandingkan dengan yang diterima 

oleh ahli waris langsung.192 Kemudian Prof. Wait Aulawi mengatakan bahwa pembatasan bagian 

ahli waris pengganti agar tidak melebihi ahli waris langsung merupakan implementasi dari nilai 

yang terkandung dalam ketentuan 1/6.193 

Selanjutnya berikut adalah penggambaran perihal ahli waris pengganti dan kemungkinan hak 

yang bisa ia terima melalui contoh kasus sebagai berikut: 

  A  B  

  

 C D E 

 

  

 F 
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191 M. Yahya Harahap, Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan, Majalah Mimbar Hukum No. 10, Tahun 1996, 24. 
192 M. Yahya Harahap, Pokok-Pokok Materi Kewarisan Dalam KHI, Alumni, (Jakarta: 1996), 37. 
193 Wasit Aulawi, “Sistem Penggantian dan Pengelompokkan Ahli Waris, Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum 

Islam”, Makalah Seminar UI Depok, 2019, 14. 
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Keterangan: 

A = Pewaris 

B = Suami, mendapat ¼ 

C = Menantu 

D = Anak perempuan yang sudah meninggal 

E = Anak laki-laki (‘aṣabah bi al-nafs, menjadi ‘aṣabah bi al-gair bersama D yang diganti 

oleh F)  

F = Cucu Perempuan pancar laki-laki (dzawi al-arḥam) 

Bila diselesaikan menurut hukum Kewarisan Islam, maka hanya B dan E yang mendapa warisan, 

sedangkan F tidak mendapat apa apa karena termasuk dzawi al-arḥam. Sedangkan apabila 

diselesaikan menurut Pasal 185 KHI, maka sebagai berikut: pertama, keluarkan dulu bagian untuk 

suami (B) = ¼, sehingga sisa harta tinggal ¾. Kedua, E dan F = ¾ dibagi tiga kepala, dua kepala 

untuk E dan satu kepala untuk F (karena F menggantikan anak perempuan yaitu si D). Jadi E = 2/4 

dan F = ¼. Sehingga harta habis dibagi kepada ahli waris.194 

  

                                                           
194 Idris Ramulyo, Perbandingan Kewarisan Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2004), 103. 
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BAB IV 

ANALISIS MAQĀṢID AL-SYĀRIʻAH TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI 

DALAM KHI 

 

P. Analisis Ketentuan Ahli Waris Pengganti dalam KHI 

      Berbicara mengenai waris, syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum 

mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum kewarisan merupakan 

bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena 

hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan 

mengalami suatu peristiwa yang bisa disebut sebagai peristiwa hukum, yakni meninggal dunia. 

Adanya suatu peristiwa hukum pastinya akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa tersebut. 

Akibat hukum yang timbul dari peristiwa meninggalnya seseorang adalah tentang bagaimana 

penyelesaian atau pengurusan dan kelanjutan dari hak-hak serta kewajiban yang dimiliki oleh 

seseorang yang meninggal dunia itu. 

Aturan tentang waris ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam al-

Qurʻan, terutama pada surat al-Nisā’  yakni ayat 7, 8, 11, 12, dan 176. Selain ayat-ayat tersebut, 

mengenai dasar aturan waris bisa dilihat lebih jelasnya dalam pembahasan bab sebelumnya pada 

karya tulis ini. Pada dasarnya ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan warisan telah tertulis 

dengan jelas dan rinci dalam al-Qurʻan. Sekiranya ada hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik 

yang sifatnya menegaskan maupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah saw melalui 

ḥadīṡnya.  

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang 

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pengertian ini dapat kita lihat 

dalam buku II KHI Pasal 171 poin (a). Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan dalam bentuk 

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk 

produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis  dan diformulasi sesuai 

dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pengaturan tentang kewarisan terdapat pada buku II 

KHI, yang terdiri dari 6 bab dan 44 pasal (pasal 171 s/d pasal 214). Pengaturan kembali 

pelaksanaan kewarisan Islam dalam KHI dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan hukum 

dimana kompilasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan atau sumber hukum oleh para hakim 

Pengadilan Agama dalam memutuskan perkaranya. 

Salah satu persoalan lama kewarisan dalam islam yang menimbulkan pro-kontra di kalangan 

hakim, akademisi, dan praktisi adalah mengenai ketentuan ahli waris pengganti yang dalam ilmu 

hukum dikenal dengan istilah plaatsvervulling. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan 

mengenai ketentuan ahli waris pengganti antara yang terdapat pada hukum Islam dengan apa yang 
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terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.  Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang 

menggantikan posisi seseorang untuk mendapatkan bagian warisan, dimana seseorang yang 

digantikan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan si pewaris. 

Apabila mendengar istilah ahli waris pengganti ini, tak sedikit masyarakat yang berpendapat 

dengan menggambarkannya sebagai orang yang tampil menjadi ahli waris karena menggantikan 

kedudukan orangtuanya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.   

Ketentuan ahli waris pengganti ini merupakan salah satu bentuk perubahan dan pembaharuan 

dalam pemikiran hukum waris Islam. Hal ini bisa dilihat pada ayat-ayat al-Qurʼan yang tidak 

merinci bagian warisan dari kedudukan cucu, kemenakan, kakek, dan ahli waris yang derajatnya 

lebih jauh lagi. Oleh karena itu, dicarilah solusinya dengan jalan ijtihad. Salah satu contoh ijtihad 

untuk menentukan bagian cucu adalah ijtihad dari Zaid Ibn Tsabit, yakni: 

ُ لَ : وَ  د  يْ زَ  الَ قَ وَ  َ  د زِ مَ بِ  اءِ نَبْ الْ َ ذْ اِ  دِ لَ وَ الْ  ةِ لَ نْ ُ  نْ كُ يَ  مْ ل  مْ هُ رُ كَ ذَ ر  كَ ذَ  د  لَ وَ  مْ هُ نَوْ د

ُ ، وَ مْ هِ رِ كَ ذَ كَ  َ نْ أ ُ كَ  مْ اهُ ث َ نْ أ ُ رِ يَ  مْ اهُ ث ُ رِ ا يَ مَ كَ  نَ وْ ث ُ ثجُ حْ يَ ، وَ نَ وْ ث ُ جُ حْ ا يَ مَ كَ  نَ وْ ب  نَ وْ ب

ُ لَ وَ  ثُ رِ  يَ لََ وَ   .نِ بْ الَِْ  عَ مَ  نِ بْ الَِْ  د

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (melalui anak laki-laki) sederajat dengan anak 

jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan 

seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu 

bersama-sama dengan anak laki-laki”.195 

Saat itu, ijtihad Zaid bin Tsabit mendapat pembenaran, sebab jalan pikiran tersebut sesuai 

dengan alam pikiran masyarakat Arab pada saat ijtihad tersebut dilakukan. Akan tetapi penonjolan 

kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan ijtihad tersebut lebih 

mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali 

kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan. Dalam alam pikiran 

patrilineal, cucu lewat garis keturunan perempuan hanya dipandang sebagai żawi al- arḥam.196 

Dari riwayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan 

keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itu pun dengan syarat tidak ada anak pewaris 

laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak 

dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit 

untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan berijtihad dalam rangka mencari 

kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, ijtihad Zaid Ibn Tsabit memang 

mendapat pembenaan, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat arab.197 

Menurut kewarisan Sunni, cucu melalui anak perempuan baik laki-laki maupun perempuan 

baru berhak tampil sebagai ahli waris jika sudah tidak ada aṣḥab al-furuḍ (orang yang berhak 

                                                           
195 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 188. 
196 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009), 154. 
197 Haeratun, Analisis Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti, Fakultas Hukum Universitas 

Mataram, Jurnal Hukum Jatiswara. 
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mewaris) atau ʻaṣabah sama sekali. Aṣḥab al-furuḍ yang mewarisi bersama-ama dengan żawi al-

arḥam itu salah seorang suami istri, maka salah seorang suami istri mengambil bagiannya lebih 

dahulu baru kemudian sisanya diterimakan kepada mereka. Sisa itu tidak boleh di-radd-kan kepada 

salah seorang suami istri selama masih ada żawi al-arḥam. Sebab me-radd-kan sisa lebih kepada 

salah seorang suami istri dikemudiankan daripada menerimakan kepada żawi al-arḥam.198 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum kewarisan Sunni dalam kaitannya dengan 

ahli waris pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud disini ialah 

bahwa dalam hukum kewarisan ini yang dapat menjadi ahli waris pengganti hanyalah cucu yang 

melalui garis laki-laki, sedangkan cucu dari garis perempuan tidak berhak menerima warisan 

karena ia adalah żawi al-arḥam. Kemudian terbatas artinya bahwa cucu laki-laki dari anak laki-

laki hany akan menerima warisannya jika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih 

hidup, sedangkan cucu perempuan baru akan menerima warisan jika pewaris tidak mempunyai 

anak laki-laki atau dua anak perempuan yang masih hidup.199 

Munculnya KHI serta adanya pasal khusus yang memuat tentang ketentuan ahli waris 

pengganti di dalamnya, bisa dikatakan sebagai wujud nyata adanya pembaruan pemikiran 

kewarisan Islam. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 185 KHI, yang berbunyi: 

Pasal 185 

(3) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat 

digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. 

(4) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat 

dengan yang diganti. 

Jika dikaji dengan teliti, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam khususnya Ayat (1) tersebut 

secara tekstual dapat dipahami bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut 

terhadap semua kasus penggantian ahli waris. Pasal itu hanya bersifat fakultatif. Hal tersebut dapat 

dipahami dari redaksi “... dapat digantikan...”, kata ini mengisyaratkan bahwa pasal tersebut 

bukanlah suatu keharusan yang bersifat imperatif. Dengan demikian, berarti bahwa Pasal 185 

Kompilasi Hukum Islam boleh digunakan dalam hal tertentu saja, yakni apabila ada ahli waris 

yang dipandang tidak bisa memperoleh harta warisan atau belum berhak memperoleh harta 

warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabatannya (hubungan darah) 

dengan pewaris, misalnya cucu dari si pewaris. Dalam kasus ini timbul dua pendapat, ada yang 

mengatakan mereka dapat menggantikan ahli waris dan ada pula yang mengatakan mereka tidak 

dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang mengatakan baha cucu dipandang tidak berhak 

mendapatkan harta warisan karena masih ada kelompok waris żawi al-furuḍ yang menutupinya. 

Namun demikian, ketentuan yang terpenting adalah bahwa ahli waris pengganti dapat 

                                                           
198 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Al ma’arif, 1981), 357. 
199 Barhamudin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalm Kompilasi Hukum Islam”, vol. 15, no. 3, 2017, 309-310. 
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menggantikan kedudukan ahli waris dzawi al-furuḍ sepanjang ahli waris dzawi al-furuḍ yang 

meninggal lebih dahulu dibandingkan si pewaris.200 

Dilihat dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah” yang mencakup seluruh 

ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi 

pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.201 Apabila 

dalam suatu ketentuan hukum tidak ditemukan adanya pembatasan atas keumumannya, maka 

keumuman itu yang diberlakukan. Dengan berpedoman kepada keumuman lafal tersebut, maka 

cucu, maupun sepupu meskipun sampai jauh mereka dapat menjadi ahli waris pengganti. 

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya żāwi al-arḥam dalam KHI. Dengan tidak 

dikenalnya żāwi al-arḥam memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai 

ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih utama. 

Oleh karena itu, anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki 

atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris 

pengganti. 

Dengan begitu, dapat ditarik keterangan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti dalam 

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah semua keturunan ahli waris yang meninggal lebih 

dahulu sebelum pewaris. Maksudnya, ahli waris pengganti berlaku tidak hanya untuk keturunan 

ke bawah saja, akan tetapi ahli waris keturunan ke samping (saudara). Apabila dirinci, maka ahli 

waris pengganti menurut pasal tersebut yakni: cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-

laki, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan 

dari saudara laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, dan keturunan dari 

ahli waris pengganti-ahli waris pengganti tersebut, selama tidak terhalang ketentuan seperti dalam 

pasal 173 KHI. 

Akan tetapi, ketentuan tersebut berubah setelah adanya pembatasan oleh Rakernas Mahkamah 

Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tinggi Banding empat lingkungan peradilan seluruh 

Indonesia di Balikpapan 10 s.d 14 Oktober 2010, yang telah menghasilkan beberapa kesimpulan 

salah satu diantaranya adalah tentang pembatasan ahli waris pengganti. Rakernas tersebut pada 

angka 5 huruf B menegaskan tentang pembatasan ruang lingkup ahli waris pengganti, dengan 

rumusan: ahli waris pengganti tersebut sebagaimana dalam Pasal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi 

hanya pada keturunan garis lurus kebawah sampai derajat cucu. Berdasarkan pembatasan tersebut, 

maka yang dapat tampil menjadi ahli waris pengganti hanya cucu, yakni anak dari anak. Baik cucu 

laki-laki atau perempuan dari garis keturunan laki-laki, maupun cucu laki-laki atau perempuan dari 

                                                           
200 Barhamudin, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalm Kompilasi Hukum Islam”, vol. 15, no. 3, 2017, 307-308. 
201 http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1551/1313 diakses pada hari Jumat Tanggal 13 

Desember 2019 Pukul 13.18 WIB. 



lxxxvi 
 

garis keturunan perempuan. Sedangkan untuk cicit, keponakan, saudara sepupu, pada pembatasan 

ini dilepas kedudukannya sebagai ahli waris pengganti.202 

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam, tentu ketentuan Pasal 185 KHI tersebut akan 

terlihat berbeda. Menurut hukum Islam, tidak semua cucu bisa menggantikan kedudukan 

orangtuanya yang sudah meninggal lebih dahulu daripada si pewaris untuk menerima harta 

warisan. Hanya cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki saja yang dapat menjadi ahli waris 

pengganti, sedangkan cucu laki-laki dan perempuan dari garis keturunan perempuan tidak bisa 

menjadi ahli waris pengganti. Mengenai cucu laki-laki dari garis keturunan laki-laki ini pun masih 

ada ketentuannya, yakni apabila pada saat pewaris meninggal dunia, dia tidak meninggalkan anak 

laki-laki yang masih hidup.203 

Selanjutnya, mengenai bagian yang didapat oleh ahli waris pengganti, pada kata “yang 

sederajat” yang terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KHI sebenarnya juga turut menimbulkan 

perdebatan. Pengertian Pasal 185 ayat (2) KHI ini apabila dicermati maka maknanya mencakup 

penggantian tempat, derajat, dan hak-hak tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki ataupun 

perempuan. 

Penggantian tempat artinya cucu menggantikan kedudukan orangtuanya dan menempati 

kedudukan orang tuanya selaku pewaris. Penggantian derajat artinya ahli waris pengganti yang 

menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh derajat sama dengan laki-laki, ahli waris 

yang menggantikan anak perempuan derajatnya sama dengan anak perempuan yang 

digantikannya. Penggantian hak artinya jika orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti 

tersebut memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. 

Namun Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan mengenai bagiannya sebagaimana yang 

diatur dalam Pasal 185 ayat (2) yang mengatakan bahwa ahli waris pengganti tidak boleh melebihi 

dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Kompilasi Hukum Islam tidak 

membenarkan terjadinya jumlah pembagian yang lebih besar kepada ahli waris pengganti 

dibandingkan dengan yang diterima oleh ahli waris langsung, misalnya seorang cucu mewaris 

sebagai ahli waris pengganti, bagian cucu tersebut tidak boleh melebihi bagian warisan yang 

diterima oleh paman atau bibinya (anak laki-laki atau anak perempuan pewaris). Paman atau bibi 

ini merupakan ahli waris yang sederajat dengan orang tua si cucu, andaikata orang tua cucu tersebut 

masih hidup. 

Pada dasarnya ahli waris pengganti adalah ahli waris karena penggantian, yakni orang-orang 

yang menjadi ahli waris keran orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan meninggal terlebih 

dahulu daripada si pewaris, sehingg kedudukannya digantikan olehnya. Pasal 185 Kompilasi 

                                                           
202 Ahmad Zahari, “Telaah Terhadap Pembatasan Lingkup Ahli waris Pengganti Pasal 185 KHI Oleh Rakernas Mahkamah 

Agung RI di Balikpapan Oktober 2010,” Jurnal Dinamika Hukum, vol. 14, no. 2, mei 2014, 344.   
203 Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1978), 80. 
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Hukum Islam ini bermakna bahwa selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak 

tanpa membedakan dari garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini 

adalah bahwa ahli waris yang menggantikan kedudukan anak laki-laki memperoleh deraja yang 

sama dengan anak laki-laki, ahli waris yang menggantikan anak perempuan maka ia akan 

memperoleh derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang 

dimaksud adalah bahwa apabila orang yang digantikan oleh ahli waris pengganti tersebut 

memperoleh warisan maka ahli waris pengganti juga berhak menerima warisan. Jika ia 

menggantikan kedudukan anak laki-laki, maka ia akan mendapatkan bagian warisan sebesar bagian 

laki-laki, jika perempuan maka ia akan mendapatkan bagian warisan sebesar bagian perempuan 

yang ia gantikan tersebut. Jika ahli waris pengganti tersebut terdiri dari dua orang atau lebih maka 

mereka akan berbagi sama rata atas bagian harta yang diperoleh oleh ahli waris yang ia gantikan 

dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti ketentuan Q.S al-Nisa’ 

ayat 11. 

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam memberikan rasa keadilan bagi umat Islam dalam 

hal mewaris, dan hal ini sesuai dengan asas bilateral sebagaimana yang dikehendaki al-Qurʻan. 

Dan meskipun di dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) tidak ditentukan berapa bagian yang boleh 

diterima oleh cucu yang menggantikan kedudukan orang tuanya dalam mewaris, maka hakim 

berhak untuk menentukan berapa bagian tersebut, selama hal itu bisa diterima oleh semua ahli 

waris.  Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan 

solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang 

cenderung patrinialistik. Sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki perubahan dengan 

pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti dibatasi 

sebesar bagian saudara yang digantikan. Serta segala sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk 

kemaslahatan umat, meskipun al-Quran tidak mengatur secara tegas hal tersebut boleh dilakukan. 

Selain itu, adanya Pasal 185 ini dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam secara nyata telah 

mengakui keberadaan ahli waris pengganti. Sehingga dengan begitu kedudukan ahli waris 

pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh dimana ketentuan seperti itu tidak dijumpai pada 

dalam hukum kewarisan klasik.  

Q. Analisis Maqāṣid Al-Syāriʻah Tentang Ahli Waris Pengganti dalam KHI 

Al-Qurʼan sebagai dasar utama hukum Islam memang tidak secara rinci membahas tentang 

hak waris cucu, namun keberadaan konsepsi ahli waris pengganti dapat dibenarkan apabila 

membawa kemashlahatan dan keadilan. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan hukum Islam, yakni 

merealisasikan kemashlahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari 

mudharat. 
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Menurut Jasser Auda, salah satu tahapan untuk merealisasikan maqāṣid al-syāriʻah adalah 

menarik tujuan.204 Hal ini yang paling banyak diperbincangkan oleh para ulama, dimana tujuan 

dari maqāṣid al-syāriʻah adalah berupa kemashlahatan. Pengertian maqāṣid al-syāriʻah seperti 

yang diterangkan oleh Abdul Wahhab Khalaf adalah berperan sebagai alat bantu untuk memahami 

redaksi dari al-Qurʼan dan al-Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan untuk 

menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak tertampung dalam al-Qurʼan dan al-Sunnah 

secara kajian kebahasaan.205 

Teori dari al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan syariat dalam pembentukan hukum ada lima 

bagian, yakni memelihara agama (ḥifż al-din), memelihara jiwa (ḥifż al-nafs), memelihara akal 

(ḥifż al-‘aql), memelihara keturunan (ḥifż al-nasl), dan memelihara harta (ḥifż al-māl), dimana 

pada setiap yang terkandung di dalamnya mengandung upaya kemashlahatan dan menolak 

keburukan. 

Perlu diketahui, jika memang konsepsi ahli waris pengganti tidak dikenal dalam sistem 

kewarisan Islam klasik. Konsepsi ini muncul sebagai produk hukum baru yang pengertiannya telah 

tertera dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, walaupun terdapat perbedaan penafsiran oleh 

para ahli hukum dalam memahami setiap butir pasalnya. Perumusan ketentuan ahli waris pengganti 

ini bertujuan untuk para cucu dari garis keturunan perempuan agar memperoleh harta warisan dari 

kakeknya, dikarenakan selama ini dalam sistem kewarisan Islam klasik mereka tampil sebagai 

żāwil arḥam. Sementara cucu pancar laki-laki memperoleh harta warisan. Ketentuan tentang cucu 

pancar perempuan yang tidak memperoleh hak kewarisan atau hanya tampil sebagai żāwil arḥam 

juga sebenarnya tidak terdapat dalam al-Qurʻan dan al-Sunnah. Sehingga pada persoalan tentang 

kewarisan, khususnya tentang ahli waris pengganti ini sesungguhnya tidak lepas dari produk 

ijtihad. Kemudian dalam konteks inilah, kemaslahatan sebagai prinsip dari maqāṣid al-syāriʻah 

diikutsertakan untuk membuat fakta bahwa ahli waris pengganti diadakan agar cucu pancar 

perempuan juga memperoleh harta warisan, layaknya cucu pancar laki-laki.  

Berdasar teori tujuan hukum untuk kemashlahatan (maqāṣid al-syāriʻah) maka dapat 

dikatakan bahwa ahli waris pengganti dapat diakui dalam hukum Islam. Sebab ternyata tidak 

berbeda antara pancar laki-laki dan perempuan kecuali bagian jumlah kekayaan dalam porsi 

kelelakian dan perempuan. Seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Nisā’  ayat 11: 

مُ  كُ يْ صِ ُوْ ّٰ  ي ُ الل يْْٓ  ه مْ  فِ كُ دِ لََ َوْ رِ  ا َّكَ لذ ثْلُ  لِ ظ ِ  مِ نِ  حَ يْ َ َي ث ُنْ نْ َۚ  الَْ اِ نَّ  فَ اۤ  كُ سَ قَ  ءً نِ  فَوْ

نِ  َيْ ت َ ن ْ نَّ  اث هُ َ ل َا فَ ث ُ ُل ا ث َرَكَ  مَ اِنْ َۚ  ت انَتْ  وَ ً  كَ ة دَ احِ ا وَ هَ َ ل ِصْفُ  فَ هِ َۗ  الن  يْ وَ َ ب َ لَِ  وَ

ل ِ  كُ دٍ  لِ احِ ا وَ مَ هُ نْ ِ دُسُ  م  ا الس  مَّ كَ  مِ َرَ نْ  ت انَ  اِ هٗ  كَ د   لَ لَ نْ َۚ  وَ اِ َّمْ  فَ نْ  ل َّهٗ  يَكُ د   ل لَ  وَ

 ْٓ َهٗ ث رِ وَ وٰ  وَّ َبَ ُ ا هِ  ه ُم ِ لِا نْ َۚ  الث لُثُ  فَ اِ انَ  فَ ْٓ  كَ هٗ َ ة   ل وَ خْ هِ  اِ ُم ِ لِا دُسُ  فَ نْْۢ  الس  دِ  مِ عْ  بَ

                                                           
204 Ahmad Munjin Nasih, “Pergeseran Pola Maqashid al-Shari’ah dari Tradisional Menuju Modern: Membaca Pemikiran 

Jasser Auda”, Jurnal Ijtihad, vol. 11, no. 1, 2011, 14. 
205 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqih, (Jakarta:Prenada Media, 2005), cet. 1, 237. 
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ةٍ  يَّ صِ صِيْ  وَ ْٓ  ي وْ ا هَ ِ َوْ  ب نٍ  ا َيْ اۤ اٰ َۗ  د مْ بَ كُ اۤ  ؤُ نَ َبْ ا مْۚ وَ كُ نَ  لََ  ؤُ وْ رُ َدْ مْ  ت َي هُ رَبُ  ا َقْ كُ  ا َ  مْ ل

ا عً فْ ضَةً َۗ  نَ يْ رِ نَ  فَ ّٰ  م ِ ّٰ  اِنَّ َۗ  هِ الل انَ  هَ الل ا كَ مً يْ لِ ا عَ مً يْ كِ ١ حَ ١ 
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, 

(yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu 

semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang 

ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia 

diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) 

mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah 

(dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini 

adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 4 

[al-Nisā’]: 11).206 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsep yang ditetapkan oleh Allah adalah bagian yang 

diperoleh oleh perempuan adalah separuh bagian dari laki-laki apabila perempuan tersebut 

sederajat dengan laki-laki. Dan demikian pula seharusnya cucu pancar laki-laki sederajat dengan 

cucu pancar perempuan. Mereka hanya berbeda pada porsi pembagian yakni 2:1. Dengan 

demikian, melalui cara ini dapat dilihat bahwa nyatanya Allah memberikan perlindungan kepada 

cucu pancar laki-laki dan cucu pancar perempuan yang dalam konsep maqāṣid al-syāriʻah dapat 

mewujudkan kemaslahatan dengan terpenuhinya lima unsur pokok yang dikenal dengan sebutan 

al-dharuriyah al-khams.  

Pertama, Pemeliharaan agama (Ḥifż al-Din). Aspek yang pertama ini adalah mengenai aspek 

agama yang berarti di dalamnya terdapat sekumpulan akidah, hukum, dan undang-undang yang 

disyariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, serta perhubungan 

mereka satu sama lain. Kaitannya dengan ketentuan ahli waris pengganti adalah dengan adanya 

Pasal 185 KHI ini dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi masyarakat terhadap pembagian 

harta warisan bagi para ahli waris yang orangtuanya meninggal terlebih dahulu dibandingkan si 

pewaris. Misalkan ketentuan ahli waris pengganti ini tidak diatur dalam undang-undang, bisa saja 

dalam prakteknya nanti akan sangat tidak tercermin rasa keadilan antar ahli waris dalam pembagian 

hartanya, dimana akan timbul pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan aturan 

semestinya yang tercantum dalam al-Qur’an, hadis, maupun sumber hukum Islam lainnya. 

Tentunya hal yang demikian tidak sesuai dengan tujuan terciptanya hukum Islam yakni demi 

tercapainya kemaslahatan umat. 

Kedua, pemeliharaan jiwa (Ḥifż al-Nafs). Kehidupan atau jiwa merupakan pokok dari 

segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Kaitannya hal tersebut dengan adanya 

ketentuan ahli waris pengganti ialah apabila terjadi suatu keadaan dimana pembagian harta warisan 

dirasa oleh salah satu pihak tidak mencapai rasa keadilan, maka bisa saja akan terjadi pertengkaran 

                                                           
206 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 78. 
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antar ahli waris dengan kemungkinan terburuknya adalah sampai pada terjadinya tragedi saling 

bunuh. Bukan hanya tidak tercapai pemeliharaan jiwanya, akan tetapi hal tersebut juga bisa 

menodai keimanan kita dengan melakukan perbuatan dosa.  

Ketiga, pemeliharaan akal (Ḥifż al-Aql). Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi 

manusia, karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dengan makhluk lainnya. Oleh 

karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya. Adanya peraturan tentang 

ahli waris pengganti di dalam KHI, tentunya dapat memenuhi perintah Allah dalam hal 

pemeliharaan akal. Dimana ketika suatu keluarga dihadapkan pada kasus pembagian harta warisan 

dengan kondisi ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka  harta warisan yang 

ditinggalkan dapat dibagikan dengan cara damai melalui ketentuan Pasal 185 KHI. Sehingga hasil 

pembagiannya akan sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, serta para ahli waris pun tidak 

saling serang atau hilang akal dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan 

syara’. Misalnya: dengan berbuat curang dalam pembagian warisan, karna tak sedikit juga 

masyarakat yang memilih menggunakan sistem kekeluargaan dalam pembagian warisan. Hal 

tersebut tentunya tidak sesuai dengan konsep pemeliharaan akal. 

Keempat, pemeliharaan keturunan (Ḥifż al-Nasl). Pemeliharaan keturunan disini 

dimaksudkan dalam kelanjutan manusia dalam keluarga. Konsep penggantian ahli waris ada 

dengan sendirinya (otomatis dan ijbari) terjadi karena yang digantikan tidak sempat memperoleh 

bagiannya dikarenakan meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, yang selanjutnya orang yang 

digantikan tersebut meninggalkan keturunan. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti ini 

tentunya sesuai dengan tujuan perlindungan hak bagi orang yang meninggal lebih dahulu yang 

diwujudkan melewati keturunan mereka. Sehingga, anak turun bawah atau cucu dari si pewaris 

dapat tetap terpelihara dan terlindungi keberadaan mereka. 

Kelima. Pemeliharaan harta (Ḥifż al-Māl). Untuk  memperoleh dan menghasilkan harta 

kekayaan, agaa Islam mensyari’atkan pewajiban berusaha mendapat rezeki dengan 

memperbolehkan berbagai kegiatan mu’amalah, pertukaran, perdagangan, dan kerja sama dalam 

usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari’atkan pengharaman 

perbuatan seperti mencuri, menipu, merusak harta oranglain, dan lain sebagainya.207 Dengan 

adanya ketentuan tentang ahli waris pengganti, aspek pemeliharaan harta ini tentunya telah sesuai 

dengan tujuan hukum Islam, yakni maslahat. Harta yang dikumpulkan oleh si pewaris sewaktu 

masih hidup, nantinya akan beralih kepemilikan menjadi milik para ahli warisnya setelah ia 

meninggal dunia. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi si cucu yang turut mendapatkan harta 

dengan jalan menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal terlebih dahulu, karena 

                                                           
207 Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah Edisi 

Pertama, (Jakarta: Kencana, 2020), 59. 
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barangkali si cucu yang memang dari segi ekonomi tergolong rendah maka dengan tampilnya ahli 

waris pengganti ini kehidupannya dapat tetap terpelihara dengan harta warisan yang diperoleh. 

Berdasarkan penerapan konsep maqāṣid al-syāriʻah ini dapat dikatakan bahwa adanya 

pengaturan tentang ketentuan ahli waris pengganti bagi para cucu pewaris merupakan model 

hukum yang sempurna. Karena cara ini tidak bertentangan dengan hukum pokok kewarisan Islam 

tetapi justru menjadi alternatif pembagian warisan Islam yang selama ini ada bagian tertentu yang 

dirasa tidak maslahat dan cenderung mendiskreditkan para cucu pancar perempuan. Singkatnya, 

menurut penulis pemakaian perspektif maqāṣid al-syāriʻah dalam meninjau ketentuan tentang ahli 

waris pengganti ini sangat relevan, karena meskipun problem kedudukan ahli waris pengganti tidak 

secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, namun tetap sesuai dengan tujuan 

disyari’atkannya hukum Islam yakni terwujudnya kemaslahatan. Apabila Tidak ada ketentuan 

hukum yang jelas mengenai kedudukan ahli waris pengganti tersebut, maka bisa saja akan timbul 

kemafsadatan. Seperti terjadinya konflik antar keturunan pewaris, adanya ketidakadilan dalam 

praktek pembagian harta warisan, serta kedudukan cucu selain sebagai anak yatim selain 

membutuhkan kasih sayang dari keluarga dan kerabatnya juga membutuhkan harta untuk 

kelangsungan hidupnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

R. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, dari bab pertama hingga bab 

keempat. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi 

Hukum Islam ini menerangkan bahwasannya ahli waris yang meninggal lebih dahulu 

daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka 

yang disebut dalam Pasal 137 KHI.  Ketentuan ini dapat dikatakan bahwa cucu mendapat 

harta warisan dari kakeknya ketika orangtuanya telah meninggal lebih dahulu dari si kakek. 

Cucu disini berlaku secara keseluruhan, yakni cucu laki-laki maupun cucu perempuan baik 

dari pancar laki-laki maupun perempuan. Kemudian mengenai bagian yang diterima oleh 

cucu tersebut, diatur dengan ketentuan tidak melebihi dari ahli waris sederajat dengan yang 

digantikan.  

2. Perspektif maqāṣid al-syāriʻah tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum 

Islam adalah bahwa berdasarkan teori tujuan hukum untuk kemashlahatan (maqāṣid al-

syāriʻah) maka dapat dikatakan bahwa ahli waris pengganti dapat diakui dalam hukum 

Islam. Sebab ternyata tidak berbeda antara pancar laki-laki dan perempuan kecuali bagian 

jumlah kekayaan dalam porsi kelelakian dan perempuan dengan porsi pembagian yakni 

2:1. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Allah memberikan perlindungan kepada cucu 

pancar laki-laki dan perempuan melalui perspektif maqāṣid al-syāriʻah dimana ketentuan 

ahli waris pengganti ini sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai kemaslahatan dengan 

terpenuhinya lima unsur pokok yang dikenal dengan sebutan al-dharuriyah al-khams. 

S. Saran 

 Sebagai kata penutup dari pembahasan yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya dapat 

penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif, hendaknya mampu dijadikan pedoman 

dalam menyelesaikan permasalahan permasalahan yang muncul di kehidupan masyarakat, 

khususnya yang beragama Islam. Diskursus mengenai konsep ahli waris pengganti yang 

terdapat dalam Pasal 185 KHI, memang pada kenyataannya setiap butir dalam pasalnya 

menimbulkan perbedaan penafsiran. Ditambah lagi mengenai hak waris cucu tidak 

dijelaskan secara rinci dalam al-Qurʻan, semestinya konsep ini dijelaskan lebih lanjut. 

Sehingga berkaitan dengan permasalahan ahli waris pengganti ini juga dapat diselesaikan 

dengan baik sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam tanpa adanya 

penafsiran yang berbeda-beda. 
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2. Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang 

berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan dalam penyelesaiannya 

untuk melihat teori-teori atau konsep-konsep tentang ahli waris pengganti dikarenakan hak 

waris cucu tidak secara rinci dituliskan dalam al-Qurʻan. Sehingga membutuhkan 

pemahaman atau referensi yang lebih banyak lagi untuk menyelesaikannya. 
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